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Kebijakan bertujuan menentukan arah dan jalannya pembangunan, sehingga 
memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses 
perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan 
merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk 
menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai 
dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebijakan 
merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah 
ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan 
dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan 
pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Buku ini memaparkan konsepsi dan paradigma baru dalam penyusunan 
dan evaluasi kebijakan guna mewujudkan suatu sistem pembangunan 
berkelanjutan dengan pendekatan kuantitatif. Guna memudahkan pembaca 
dalam mengaplikasikan konsepsi tersebut, buku ini menyajikan hasil studi 
tentang konsepsi dan penerapan metode kuantitatif dalam perumusan 
kebijakan publik secara terpadu dan komprehensif. Secara spesi�k, buku 
ini memberikan konsep pemikiran baru bahwa perumusan kebijakan harus 
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder kunci sejak awal proses 
perencanaan hingga evaluasi kebijakan. 

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah memberikan masukan dan saran serta koreksi yang sangat akademis 
pada sesi pembahasan sebelum buku ini diterbitkan. Kepada para kontributor: 
Dr Hardy Benry Simbolon, Dr Genius Umar, Dr Indar Parawansa, Dr Umar 
Hamzah, Dr Chamidun Daim, Dr Gatot Dwi Adiatmojo, dan Dr Albert 
Napitupulu yang telah memberikan hasil penelitiannya untuk menjadi 
contoh penerapan analisis dalam buku ini. Kepada guru saya Dr Sugeng 
Budiharsono dan Prof Dr Surjono H Sutjahjo atas bekal ilmu pengetahuan 
dan wawasan yang telah diberikan serta dorongan untuk menuliskan buku 
ini sebagai karya nyata dalam pengabdian pada ilmu pengetahuan. Selain itu 
juga kepada seluruh mahasiswa yang telah memberikan masukan dan kritikan 
pada berbagai makalah yang telah dipresentasikan. 
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Analisis Kebijakan
Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang 
dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.  
Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan 
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur 
menurut urutan: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat 
menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, 
atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe 
masalah yang dihadapi klien yang dibantunya (Dunn 2003).

Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut 
sebagai model linier, model rasional, atau common-sense. Dalam pembuatannya 
mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang 
objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah 
serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah 
kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya urutan model linier 
dalam pembuatan kebijakan adalah (1) mengenali dan merumuskan isu yang 
diperkirakan sebagai masalah, (2) merumuskan segenap tindakan untuk 
mengatasi masalah atau gap, (3) memberi bobot terhadap alternatif tindakan 
dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi, (4) memilih 
tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat, (5) pelaksanaan 
kebijakan, dan (6) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam model ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional 
dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan 
dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan 
keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui 
segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan 
pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan 
dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya �political 
will�, terbatasnya anggaran sumber daya manusia, serta lemahnya manajemen. 
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Kelemahan pendekatan rasional tersebut dapat dilihat, misalnya, apabila 
memang anggaran, sumber daya, dan manajemen pelaksanaan kebijakan 
lemah, mengapa kelemahan-kelemahan tersebut tidak dipertimbangkan dalam 
tahap penetapan agenda? Bagaimana tindakan sebagai solusi diputuskan juga 
sangat bergantung siapa yang mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, 
pemegang kewenangan seharusnya dapat mengarahkan tindakannya untuk 
menjalankan solusi tersebut. Asumsi ini sering kali tidak dipenuhi. Di samping 
itu, informasi sebagai bahan untuk mendalami isu dan menetapkan masalah 
sering kali tidak cukup.

Analisis kebijakan merupakan disipin ilmu sosial terapan yang menggunakan 
berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat 
politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan 
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa 
(i) analisis kebijakan prospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan 
informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan dan (ii) analisis kebijakan 
retrospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah 
kebijakan diambil.

Metode Kuantitatif
Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang 
dalam riset ilmu-sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada 
umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan 
kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data 
numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan 
kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat 
dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-
faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan 
kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi 
bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam 
situasi tidak terlalu jelas  apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. 
Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan 
dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Pada pendekatan 
kualitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat penelitian dilakukan.

Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari 
pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data 
biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu 
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(purposive). Menurut Eryanto (2007), metode kuantitatif merupakan metode 
riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, 
sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian 
deskripsi dari suatu perihal. 

Pendekatan Partisipatif
Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-
metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian 
konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian 
yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian 
etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak 
mengandung kelemahan, antara lain (1) hanya menghasilkan pengetahuan 
yang empiris-analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi 
objek, dalam hal ini masyarakat lokal; (2) banyak bermuatan kepentingan 
teknis untuk melakukan rekayasa sosial; dan (3) memungkinkan terjadinya 
�pencurian� terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga 
sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. 
Pendekatan etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan 
sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat 
historis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung 
untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memaafkan realita. 

Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan 
pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. 
Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil 
analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun 
rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya 
perubahan sosial.

Analisis Multi-Kriteria
Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu 
memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan 
keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan sering 
kali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun 
dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan 
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(stakeholder), sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang 
dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode 
ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan 
dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. 
Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para 
pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji.

Analisis Stakeholder 
Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidenti�kasi para pelaku 
pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang 
terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang 
jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan 
prasayarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari 
analisis stakeholder adalah (1) memberikan gambaran jelas tentang stakeholders 
yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif, (2) memberikan 
kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat, 
(3) memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan 
teknis pelaksanaan perencananaan pembangunan, serta (4) menyediakan data 
dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif.

Partisipatory Rural Appraisal (PRA) 
PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu 
merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. 
Pada periode 1970-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan 
pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran di kalangan pakar 
dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami 
masalah pembangunan pedesaan. Sebagai suatu istilah Memahami Desa 
Secara Partisipatif (Participatory Rural Appraisal), mencerminkan adanya 
perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan 
masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan 
tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan 
dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling 
berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. 

Focus Group Discussion (FGD) merupakan bentuk penelitian kualitatif, di 
mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, 
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layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup 
pengaturan interaktif, di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota 
kelompok lainnya. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas 
dan didiskusikan bersama. Prinsip-prinsip FGD di antaranya (1) FGD adalah 
kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan, (2) FGD adalah grup 
bukan individu, dan (3) FGD adalah diskusi terfokus bukan diskusi bebas.

Analisis Prospektif (AP)
Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis 
beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, berdasarkan 
situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi 
saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. La prospective 
berasal dari Bahasa Perancis yang bila diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Inggris menjadi a preactive and proactive approach atau bila diterjemahkan 
dalam satu kata yang sepadan adalah foresight karena kata proactivity jarang 
digunakan (Godet 1999). Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
menjadi �tinjauan ke masa depan�. Pendekatan prospektif menekankan pada 
proses-proses evolusi jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah 
satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan 
pendekatan sistem atau pendekatan holistis.

Tujuan dari analisis prospektif adalah (1) untuk mende�nisikan tujuan 
pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari; (2) untuk 
menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi 
berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan 
untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap 
keputusan; dan (3) untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, 
tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna 
untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan (Treyer 2003). Analisis 
prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan 
melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Terdapat tiga langkah 
yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu (1) mengidenti�kasi 
faktor penentu di masa depan, (2) menentukan tujuan strategis dan 
kepentingan pelaku utama, serta (3) mende�nisikan dan mendeskripsikan 
evolusi kemungkinan masa depan.
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Analytical Hierarchy Process (AHP)
AHP dikembangkan oleh �omas L Saaty pada tahun 1970-an. AHP 
merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang 
dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, 
pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu 
proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan 
untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam 
kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu 
hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi 
manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis, maka 
akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. 
Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada tiga prinsip 
dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika.

Manfaat AHP: (1) memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan pengindraan 
dalam menganalisis pengambilan keputusan, (2) memperhitungkan konsistensi 
dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang 
ada, (3) memudahkan pengukuran dalam elemen, dan (4) memungkinkan 
perencanaan ke depan. 

Trade-o� Analisis (TOA)
TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk 
mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas 
menentukan prioritas kegiatan (Brown et al. 2001). Proses ini membutuhkan 
informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak 
dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. 
Mengorganisir informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan 
digunakan merupakan sifat utama dari analisis trade-o�.  Dengan kata lain, 
analisis trade-o� merupakan alat yang dapat membantu pengambil kebijakan 
memahami kon�ik penggunaan sumber daya dan preferensi stakeholder.

Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan (decision support 
system) untuk mengkuanti�kasi trade-o� di antara indikator kunci keberlanjutan 
di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada 
kurva trade-o� yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. 
Kurva trade-o� ini memenuhi kuanti�kasi aktual dari konsep pembangunan 
berkelanjutan. Hasil analisis trade-o� memiliki kekuatan prediktif yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif. 
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Terdapat dua langkah penting dalam analisis trade-o� yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria

Multidimensional Scaling (MDS)
Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada 
saat ini (existing condition) yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan/analisis ataupun data 
sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang 
mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. 
Skor ini menunjukkan nilai yang �buruk� di satu ujung dan nilai �baik� di 
ujung yang lain (Alder et al. 2000). Nilai �buruk� mencerminkan kondisi 
yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan. Sebaliknya, nilai 
�baik� mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Di antara dua 
ekstrem nilai ini terdapat satu atau lebih nilai antara bergantung dari jumlah 
peringkat pada setiap atribut.

Implikasi
Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis 
tersebut, di antaranya Expert choice (AHP), Rap�sh (MDS), Powersim, Stella, 
dan I-think (sistem dinamis). Bahkan yang sederhana seperti microsoft excel 
dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut 
membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. 
Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software 
tersebut, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan 
disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam 
model yang appropriate, sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. 

Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan 
dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat 
berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 
kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasikan 
berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Misalnya, kombinasi antara Analisis 
SWOT dan AHP menjadi AWOT dapat mengurangi kelemahan AHP dan 
SWOT. Kombinasi antara AP dan Rap�sh akan mengurangi subjektivitas 
dan sebagainya. 

Selamat membaca, semoga semakin bijak!
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1.1  Paradigma Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, 
dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya United 
Nation’s conference on the human environment di Stockholm tahun 1972. 
Pembangunan berkelanjutan dide�nisikan sebagai pembangunan yang dapat 
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang 
akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (WCED 1987). Komisi 
Brundtland menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu 
kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi lebih merupakan suatu proses 
perubahan yang mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi 
perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan 
masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Pada tingkat yang minimum, 
pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang 
mendukung semua kehidupan di muka bumi. 

Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. 
Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial suatu 
masyarakat. Tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai 
atau dimaksimalkan oleh masyarakat. Atribut tersebut dapat mencakup 
kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, 
pendidikan, akses terhadap sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih 
merata, dan sebagainya sehingga konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai 
persyaratan umum di mana karakter vektor pembangunan tersebut tidak 
berkurang sejalan dengan waktu (Pearce dan Tannis 1999) . 
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Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara 
global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar 
berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan 
kegiatan ekonomi. Kesepakatan ini jelas bahwa pengelolaan sumber daya 
alam harus mempertimbangkan ketiga aspek sekaligus, yakni ekonomi, 
ekologi, dan sosial. Sejalan dengan hal ini, upaya mengubah pola konsumsi 
dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi hal utama untuk mendukung 
upaya perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan sebagai 
prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang dan yang 
akan datang.

Untuk mengoperasionalkan paradigma pembangunan berkelanjutan, World 
Bank menjabarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk 
kerangka segitiga pembangunan berkelanjutan (sustainable development 
triangle) seperti Gambar 1.

Gambar 1 Segitiga konsep pembangunan berkelanjutan
Sumber: Munasinghe (1993)
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Menurut kerangka tersebut, suatu kegiatan pembangunan (termasuk 
pengelolaan sumber daya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan 
berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan sosial 
bersifat berkelanjutan (Serageldin 1996). Berkelanjutan secara ekonomi 
berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan 
ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya, serta investasi 
secara e�sien. 

Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan tersebut 
harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung 
lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman 
hayati. Sementara berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu 
kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan 
hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan 
kelembagaan.

Dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah, agar segenap tujuan pembangunan 
berkelanjutan ini dapat tercapai, maka dalam konteks hubungan antara 
tujuan sosial dan ekonomi diperlukan kebijakan ekonomi yang meliputi 
intervensi pemerintah secara terarah, pemerataan pendapatan, penciptaan 
kesempatan kerja, dan pemberian subsidi bagi kegiatan pembangunan yang 
memerlukannya. Sementara dalam konteks hubungan antara tujuan sosial 
dan ekologi, strategi yang perlu ditempuh adalah partisipasi masyarakat dan 
swasta serta konsultasi.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan pada 
banyak negara dan oleh berbagai lembaga dengan mengembangkan indikator 
keberlanjutan, antara lain Centre for International Forestry Research (CIFOR) 
mengembangkan sistem pembangunan kehutanan berkelanjutan dengan 
mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Charles 
(2001) mengembangkan sistem pembangunan perikanan berkelanjutan 
dengan memadukan keberlanjutan ekologi, keberlanjutan ekonomi, 
keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan kelembagan. Food and Agricultural 
Organization (FAO) mengembangkan indikator keberlanjutan untuk 
pembangunan wilayah pesisir berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, 
kelembagaan, teknologi, dan pertahanan keamanan.  

Secara operasional, pembangunan berkelanjutan sinergis dengan pengelolaan  
lingkungan. Pengelolaan lingkungan dide�nisikan sebagai upaya terpadu 
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untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. De�nisi ini menegaskan 
bahwa pengertian pengelolaan lingkungan mempunyai cakupan yang luas 
karena tidak saja meliputi upaya-upaya pelestarian lingkungan, melainkan 
juga mencegah proses terjadinya degradasi lingkungan, khususnya melalui 
proses penataan lingkungan. Dengan demikian, perlu disadari bahwa upaya-
upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia harus dilakukan tidak saja bersifat 
kuratif, melainkan juga bersifat preventif. Di masa depan, upaya-upaya 
yang lebih bersifat preventif harus lebih diprioritaskan. Hal ini menuntut 
dikembangkannya berbagai opsi pengelolaan lingkungan, baik melalui opsi 
ekonomi maupun melalui proses-proses peraturan dan penataan penggunaan 
lahan (Setiawan 2003). 

1.2  Konsepsi Pengembangan Wilayah 
Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam 
kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah menjadi signi�kan karena kondisi 
sosial ekonomi, budaya, dan geogra�s antara satu wilayah berbeda dengan 
wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat 
dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi 
kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah 
tertentu. Pembangunan wilayah berbeda dengan pembangunan nasional 
yang dilaksanakan secara merata dan menyeluruh secara nasional, bukan 
pendisagregasian dari pembangunan nasional karena memiliki peranan dan 
tujuan yang berbeda (Budiharsono 2001). Berbeda pula dengan pendekatan 
pembangunan sektoral yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan 
menyelesaikan permasalahan satu sektor tertentu, tanpa memerhatikan 
kaitannya dengan sektor lain. 

Konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu 
terapan, seperti geogra�, ekonomi, sosiologi, statistika, ilmu politik, ilmu 
lingkungan, dan sebagainya. Hal ini karena pembangunan itu merupakan 
fenomena multifaset yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu 
(Budiharsono 2001). Pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan 
agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. 
Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumber 
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daya yang dimilikinya secara harmonis, serasi melalui pendekatan yang 
bersifat komperhensif mencakup aspek �sik, ekonomi, sosial, dan budaya 
untuk pembangunan berkelanjutan (Misra 1982).

Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam menetapkan langkah yang harus dilakukan dalam optimasi 
pengelolaan sumber daya alam, yaitu (1) mewujudkan optimasi pemanfaatan 
sumber daya alam harus melalui tahapan identi�kasi dan investasi kualitas 
sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional dan (2) perlu disusun 
strategi pemanfaatan sumber daya alam (termasuk perencanaan pemanfaatan 
sumber daya wilayah pesisir) yang didasarkan pada optimasi manfaat dengan 
memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat, dan kondisi 
daerah maupun nasional. 

Dalam kaitan dengan pengelolaan berbasis masyarakat, Carter (1996) 
mende�nisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang 
berpusat pada manusia, di mana fokus pengambilan keputusan mengenai 
pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di 
tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Dalam 
sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab 
dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, yakni 
masyarakat sendiri yang mende�nisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya, 
serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. 

Pengelolaan sumber daya yang baik harus mengikuti kaidah keseimbangan 
dan kelestarian, sehingga dalam pengembangannya diperlukan kombinasi 
antara peningkatan kualitas hubungan antarmanusia dan tujuan pelestarian 
lingkungan (Supriatna et al. 2000). Pengelolaan suatu sumber daya alam 
harus mempertimbangkan keterkaitan antara stakeholder pemanfaat wilayah 
dengan stakeholder sektor pembangunan lainnya. Dengan demikian hasil yang 
diperoleh merupakan kolaborasi pengelolaan yang komprehensif. 

Pembangunan partisipatif berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai, 
yakni melakukan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap keberlanjutan ekosistem, memerhatikan keseimbangan ekologi 
(konservasi), dan ruang partisipasi masyarakat lokal. Tujuan pengelolaan 
pesisir berkelanjutan yang memerhatikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial 
disajikan pada Gambar 2.
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Gambar 2  Tujuan pengembangan wilayah

Dari hubungan tersebut, terlihat bahwa dalam pembangunan yang partisipatif 
sangat banyak aspek yang dilibatkan dalam lingkup yang luas. Seluruh aspek 
tersebut diupayakan untuk diakomodir dalam suatu manajemen yang terpadu 
dan partisipatif, sehingga semuanya dapat berjalan secara berkelanjutan. 
Dalam kaitan ini, maka dalam suatu pembangunan pesisir beberapa hal 
penting yang harus dipertimbangkan, yaitu (1) pembangunan harus mencakup 
berbagai kepentingan stakeholder secara multisektoral dan pembangunan tata 
guna lahan secara komprehensif; (2) kebijakan didasarkan pada kebutuhan 
lokal, regional, nasional dalam alokasi sumber daya; dan (3) analisis dampak 
lingkungan yang harus diterapkan dengan ketat dalam proyek pengelolaan 
(Marsh 1991).

Partisipasi pengelolaan harus dilakukan secara kontinu dan bersifat saling 
sinergis dalam bentuk kerja sama antara pihak wilayah pesisir dan stakeholder 
terkait. Mekanisme ini dirasakan sangat tepat jika merujuk pada strategi 
pelestarian yang menekankan perlunya perpaduan antara pelestarian dan 
pembangunan wilayah melalui promosi‑promosi aktif yang mengusung 
isu antara pengelolaan kawasan lindung dan pembangunan berkelanjutan 
yang sesuai. Untuk mewujudkannya, perlu dirumuskan suatu strategi bagi 
partisipasi pengelolaan yang tepat. Gunn (1994) menyatakan bahwa dalam 
pengelolaan kawasan harus berpegang pada dua konsep, yaitu partisipasi 
dalam membangun sumber daya dan memperluas permintaan terhadap 
sumber daya tersebut. Pengembangan wilayah pesisir sebaiknya juga mengacu 
pada konsep tersebut. 
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Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam 
proses pembangunan wilayah diperlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu 
baik yang berkaitan langsung dengan ekologi, ekonomi, dan sosial di wilayah. 
Di samping itu dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, 
kebijakan pembangunan wilayah perlu melibatkan semua pihak yang terkait, 
baik yang akan memperoleh manfaat maupun yang akan menerima dampak 
dari kebijakan tersebut di masa kini maupun di masa yang akan datang.

1.3 Pentingnya Pendekatan Partisipatif
Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-
metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian 
konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian 
yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian 
etnometodologis.  

Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung 
kelemahan, antara lain (1) hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris-
analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini 
masyarakat lokal; (2) banyak  bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan 
rekayasa sosial; dan (3) memungkinkan terjadinya �pencurian� terhadap 
kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk 
menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sementara pendekatan 
etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari, 
masyarakat mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis-
hermeuneutik dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi 
cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa   memaafkan 
realita. 

Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan 
pendekatan ini adalah   pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dan masyarakat. Proses 
analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis 
tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana 
tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan 
sosial.

Partisipasi dapat dide�nisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 
masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam 
dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang 
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bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi 
menjadi empat tahap sebagai berikut.  

1.	 Mobilisasi; partisipasi tahap ini dicirikan oleh adanya penggunaan 
teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat dan masyarakat 
dikerahkan untuk melaksanakannya. Mobilisasi dikritik karena dianggap 
bukan menyertakan masyarakat, melainkan mengerahkan masyarakat. 
Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tidak lahir secara sukarela, 
melainkan dengan cara diperintah atau dipaksa. Oleh karena itu tahap 
mobilisasi dianggap tidak partisipatif, bahkan bertentangan dengan 
prinsip-prinsip partisipatif. Dengan mobilisasi, sering kali masyarakat 
dijadikan objek pembangunan. 

2.	 Pengenalan partisipasi; tahap partisipasi jenis ini memiliki ciri adanya 
penggunaan teknologi luar yang tanpa meminta pendapat dari masyarakat. 
Keterlibatan masyarakat dalam hal ini sering kali sebagai objek percobaan 
penggunaan teknologi baru. Masyarakat diminta untuk melakukan uji 
coba secara terbatas sebelum memutuskan apakah sesuatu kegiatan atau 
teknologi akan diterapkan secara lebih luas. Rancangan kegiatan dan 
keputusan tentang jenis kegiatan atau teknologi yang diadopsi masih 
ditentukan oleh pihak luar, bukan oleh masyarakat sendiri sehingga 
nyaris menempatkan mereka sebagai pelaksana kegiatan saja. 

3.	 Pemberdayaan masyarakat; tahap ini memiliki ciri adanya   teknologi 
tepat guna dari luar yang diperkenalkan dan masyarakat didorong atau 
diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, 
keterlibatan masyarakat mulai menjadi pertimbangan utama dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian hasil program. Namun 
karena selama ini masyarakat jarang diberi kesempatan untuk berperan 
aktif, maka pihak luar (lembaga program) masih harus memotivasi 
masyarakat agar mau berperan aktif dan mampu menentukan pilihan 
teknologi atau kegiatan.  

4.	 Kemitraan; ciri-ciri pokok partisipasi dalam tahapan ini antara lain 
teknologi lokal digunakan, teknologi tepat guna dari luar diperkenalkan, 
dan masyarakat sudah mampu memilih teknologi yang paling cocok 
untuk dirinya sendiri. Tahap ini bisa disebut sebagai bentuk partisipasi 
yang paling ideal. Orang luar menjadi mitra sejajar masyarakat (orang 
dalam). Masyarakat sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk 
menentukan apa yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. 
Program direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat.   
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Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada empat tahapan, 
yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) partisipasi dalam 
pelaksanaan, (3) partisipasi dalam manfaat, dan (4) partisipasi dalam 
evaluasi. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah partisipasi dengan 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan 
pendapat dan aspirasinya dalam menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. 
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang 
akan diambil. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi 
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan 
rencana yang telah disepakati bersama. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil 
pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hasil-
hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerataan kesejahteraan dan 
fasilitas yang ada di masyarakat dan ikut menikmati atau menggunakan 
sarana hasil pembangunan. Partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan 
adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya menilai serta 
mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan 
yang dicapai (Cohen dan Upho� 1977).

Mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kemandirian 
yang mengandung konsekuensi bahwa suatu kegiatan merupakan perwujudan 
dari tanggapan masyarakat atas masalah-masalah yang cukup dimengerti 
masyarakat dan dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat diterima masyarakat 
tersebut. Melibatkan masyarakat secara aktif berarti memberikan tanggung 
jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk merumuskan masalah-
masalah mereka, memobilisir sumber-sumber setempat, dan mengembangkan 
kelompok organisasi setempat. Pemberian tanggung jawab ini tidak mudah. 
Oleh karena itu dilakukan secara bertahap melalui suatu proses yang 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sendiri.

Pembangunan partisipatif penting untuk dapat mengetahui kebutuhan dan 
opini stakeholder terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. 
Dalam kaitan ini terdapat empat elemen kunci menuju kesuksesan 
pembangunan partisipatif oleh stakeholder, yaitu informasi, intermediasi, 
institusionalisasi, dan inisiatif (Takeda 2001).

1.	 Peran informasi sangat esensial sebagai wahana untuk memfasilitasi 
partisipasi. Tanpa informasi, stakeholder tidak dapat mengetahui apa, 
kapan, di mana, siapa, dan bagaimana berpartisipasi dalam proses 
perencanaan kebijakan dan implementasinya. Informasi yang baik 
dan tepat sasaran sering kali menjadi pionir bagi keberhasilan suatu 
program. 
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2.	 Intermediasi berguna untuk memfasilitasi partisipasi, sehingga di 
dalamnya membutuhkan individu atau organisasi guna memainkan 
fungsi intermediasi.

3.	 Mekanisme partisipasi harus diinstitusionalisasikan. Hak‑hak dan 
proses partisipasi harus dide�nisikan dalam pedoman teknis, regulasi, 
atau kebijakan pemerintah. Dalam taraf pelaksanaan misalnya dengan 
melakukan �forum lintas pelaku� sebagai bentuk dari institusionalisasi 
partisipasi stakeholder. Kerja sama yang erat antar-stakeholder dapat juga 
merupakan bentuk forum partisipasi stakeholder. Prinsip pokoknya 
adalah agar dapat memfasilitasi partisipasi stakeholder dalam perencanaan 
dan implementasi pembangunan, maka dibutuhkan kesediaan di antara 
stakeholder untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan negosiasi.

4.	 Inisiatif stakeholder untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan 
sangat krusial kaitannya dengan proses pembangunan tersebut. Dalam 
hal ini, pemerintah harus menyediakan dan memberdayakan stakeholder 
agar mampu menempatkan perannya dalam membuat inisiatif. Informasi 
mengenai kasus‑kasus partisipasi yang sukses merupakan insentif bagi 
masyarakat untuk melakukan aksi yang serupa.

Bock (2001) menyatakan bahwa terdapat tiga keuntungan jika menggunakan 
proses partisipatif dalam pembangunan dan desain suatu kegiatan, yakni l) 
hasilnya bersifat alamiah dan tidak merupakan rekayasa, 2) masyarakat yang 
merupakan target merasa lebih memiliki dan memberikan kontribusi secara 
signi�kan guna kesuksesan kegiatan, dan 3) pemantauan kegiatan lebih mudah 
dilaksanakan dan lebih transparan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
partisipasi stakeholder merupakan konsep kunci guna membuka transparansi 
dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Di 
samping itu juga dapat mempromosikan efektivitas penggunaan sumber daya 
lokal dan menjadi aspek penting untuk mencapat kebijakan yang tepat.

Visi pembangunan partisipatif yang berkelanjutan adalah suatu proses lokal, 
terinformasi baik dan partisipatif, yakni terlihat kerja sama stakeholder dalam 
mencapai keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan ekonomi, 
ekologi, dan sosial (Charter 2001). Pembangunan partisipatif harus dilihat 
sebagai suatu aktivitas banyak pihak dan merupakan kerja sama antara 
pemerintahan lokal dan berbagai aktor dalam berbagai tingkatan serta 
merupakan suatu proses yang terpadu dari berbagai dimensi pembangunan 
(Edgington dan Fernandez 2001). Model ini merupakan suatu adaptasi 
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manajemen yang bersifat �eksibel yang didasarkan pada partisipasi aktif, 
konsensus bersama, dan koordinasi antarpihak. Dalam implementasi sering 
kali dalam penerapannya dibatasi oleh beberapa faktor pembatas, seperti 
sumber daya lokal yang kurang, pemerintahan yang lemah, serta kapasitas 
pemerintahan lokal yang kurang handal (Stohr 2001).

Pada level yang paling sederhana, perencanaan partisipatif menciptakan 
kesempatan kepada stakeholder yang memiliki kepentingan langsung pada 
suatu wilayah perencanaan untuk memberikan kontribusi informasi kepada 
perencana. Pada level yang lebih tinggi, perencanaan partisipatif menekankan 
kekuatan pada stakeholder untuk memerhatikan proses perencanaan dan 
membuat keputusan kebijakan penting. Dalam pendekatan ini, sekelompok 
stakeholder telah dibentuk melalui dialog yang teratur, pertemuan‑pertemuan 
di mana anggota dapat saling berbagi pengalaman, diskusi, mengajukan 
keberatan, dan lain sebagainya. Perencanaan partisipatif dapat melibatkan 
setiap level stakeholder yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung 
(Takeda 2001).

Partisipasi dapat berbentuk dalam berbagai jenis. Pada tingkat partisipasi 
paling bawah dapat berupa konsultasi pasif, sedangkan tingkat partisipasi yang 
paling aktif adalah seluruh masyarakat dan stakeholder membagi kekuasaan/
kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam (Brown et al. 2001). Jenis-
jenis partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dilihat pada Tabel 
1.

Tabel 1	Bentuk partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam

Bentuk 
Partisipasi Ciri-ciri Setiap Bentuk Partisipasi

Partisipasi pasif Masyarakat membicarakan apa yang sedang terjadi atau yang baru 
saja terjadi. Administrator melakukan penjelasan tanpa mekanisme 
tanggapan saran

Partisipasi dalam 
pemberikan 
informasi

Partisipasi masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari manajemen 
proyek melalui kuesioner atau pendekatan sejenis. Stakeholder tidak 
mempunyai kesempatan untuk memengaruhi  keadaan yang terjadi 
sebagaimana yang ditemui pada saat penelitian

Partisipasi dalam 
bentuk konsultasi

Stakeholder memberikan penjelasan dan agen eksternal mendengarkan 
penjelasan tersebut, kemudian agen eksternal memformulasikan 
masalah dan solusi. Dalam proses konsultatif tidak ada �share� dalam 
pembuatan keputusan

Partisipasi karena 
insentif material

Masyarakat berpartisipasi karena insentif seperti makanan, uang, 
atau materi lainnya
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Bentuk 
Partisipasi Ciri-ciri Setiap Bentuk Partisipasi

Partisipasi 
fungsional

Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk 
mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek pengelolaan 
SDA. Masyarakat membentuk institusi yang awalnya bergantung 
pada asistensi eksternal, tetapi nantinya akan mandiri

Partisipasi 
interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam hal kerja sama analisis yang 
membentuk lembaga lokal baru atau menguatkan lembaga lokal 
yang sudah ada. Kelompok ini melakukan kontrol terhadap 
keputusan lokal

Mobilisasi diri 
sendiri/partisipasi 
aktif

Masyarakat berpartisipasi dengan inisiatif bebas dari institusi 
eksternal untuk mengubah sistem

Sumber: Brown et al. (2001a)

Pengelolaan pembangunan akan lebih baik, jika sejak awal sudah 
mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil 
pembangunan tersebut dalam setiap jenis kegiatan pembangunan. Maksudnya 
karena hasilnya akan dapat terjadi sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, 
kondisi sosial budaya, dan kemampuan ekonomi masyarakatnya.

Dari uraian jenis dan tipe partisipasi, dapat dinyatakan bahwa tipe partisipasi 
masyarakat yang diharapkan muncul dalam suatu program pembangunan. 
Tipe partisipasi tersebut adalah partisipasi interaktif dan mobilisasi swakarsa 
atau partisipasi dalam bentuk kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan 
pengawasan masyarakat. Sementara tahapan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan diharapkan dapat terlibat dalam semua tahapan program, 
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil 
kegiatan pembangunan. Jika masyarakat sejak awal dilibatkan secara penuh 
dalam suatu kegiatan, maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki 
dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan pelaksaan kegiatan yang 
dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat secara nyata dan langsung dianggap dapat mengoreksi 
kekurangan-kekurangan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu 
pada pemerintah maupun mekanisme pasar. Sebagai bagian instrumen 
pembangunan, fungsi dan proses partisipasi diharapkan dapat mengungkapkan 
kebutuhan masyarakat secara nyata serta mobilisasi sumber daya lokal (Midley 
et al. 1986). 

Tabel 1	Bentuk partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam (Lanjutan)
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Kunci sukses dari pembangunan partisipatif dapat ditentukan oleh tiga hal 
prinsip, yakni kuatnya dukungan institusi terkait yang mampu mengikat 
stakeholders secara efektif, mampu membangun stakeholder secara efektif, 
dan mampu membangun kelembagaan yang tepat (NRTEE 1998). Dengan 
demikian, dalam proses penyusunan rencana sangat penting untuk melakukan 
identi�kasi dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dide�nisikan, 
terlebih mengingat partisipasi stakeholder akan dapat meningkatkan distribusi 
manfaat. 

Dalam pendekatan partisipatif, keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas 
dalam pengertian �ikut serta� secara �sik, melainkan keterlibatan yang 
memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah serta 
berbagai potensi yang terdapat dalam lingkungannya sendiri untuk kemudian 
menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat 
ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-
kemampuan mereka untuk lebih berdaya menghadapi berbagai tantangan 
hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain. Ketika masyarakat semakin 
kuat, peran pihak luar semakin dikurangi. 

Dalam membangun partisipasi masyarakat pada perancangan kebijakan, 
tidak terlepas dari kinerja masyarakat, lembaga pendamping, serta 
kemampuan pemerintah dalam mengartikulasikan dan mengakomodasi 
konsep pembangunan partisipatif. Masalah dalam perumusan kebijakan 
publik yang partisipatif tidak dapat dijawab tanpa dialog yang melibatkan 
semua stakeholder dan rujukan kasus-kasus empiris di berbagai daerah. Telaah 
antarpihak berkenaan dengan penerapan pendekatan partisipatif di berbagai 
program di tengah proses penumbuhan hubungan multiskala antara pranata 
desa, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional dapat menjadi salah satu cara 
untuk mengenali dan memberi solusi.

1.4 Sistem Pendukung Keputusan
Sistem adalah gambaran suatu proses atau beberapa proses yang teratur. 
Menurut Manetsch (1976), sistem adalah suatu perangkat komponen yang 
saling berhubungan atau berkaitan yang diorganisir untuk mencapai satu 
tujuan atau suatu perangkat tujuan. Dalam bahasa sederhana, sistem dapat 
dide�nisikan sebagai sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan 
yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu. Sistem juga berinteraksi dengan 
lingkungannya melalui komponen masukan (input) dan keluaran (output) 
dari sistem tersebut. 



1PENDAHULUAN

14

Sebagai sebuah alat untuk mengonsepsualisasi tujuan, sistem telah digunakan 
manusia untuk menyelidiki dan menjelaskan kompleksitas dalam suatu 
lingkungan dinamis yang saling berhubungan. Selain itu juga untuk 
mengorganisasikan tindakan dalam rangka transformasi menuju keadaan 
lebih baik seperti yang diinginkan (Zhu 1998).

Menurut Eriyatno (1999), pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan 
antarbagian melalui pemahaman yang utuh, sehingga diperlukan kerangka 
pikir yang disebut pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara 
penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identi�kasi 
sejumlah kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi sistem 
yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan kinerja intelektual berdasarkan 
perspektif, pedoman, model, metodologi yang diformulasikan untuk 
mengupayakan perbaikan secara terorganisasi tingkah laku dan perbuatan 
manusia (Zhu 1998).

Tiga pola pikir dasar yang menjadi pegangan dalam pendekatan sistem yaitu 
(1) sibernetik yaitu orientasi pada tujuan. Tujuan ini diperoleh melalui 
analisis kebutuhan (needs/interest assessment); (2) holistis yaitu cara pandang 
yang utuh, menyeluruh terhadap totalitas sistem; dan (3) efektif, di mana 
dipentingkan hasil guna yang operasional serta dapat dilaksanakan, bukan 
sekadar pendalaman teoretis. Berdasarkan ketiga hal tersebut, berbagai 
metodologi dikembangkan sebagai karakter pendekatan sistem. Hal ini berarti 
beragam metode yang ada di beragam disiplin ilmu lainnya dapat digunakan 
sebagai alat utama para ahli sistem.

Analisis sistem merupakan kajian struktur yang bertujuan (1) mengidenti�kasi 
unsur-unsur sistem atau subsistem, (2) memahami proses-proses yang terjadi 
di dalam sistem, dan (3) memprediksi kemungkinan-kemungkinan keluaran 
sistem sebagai akibat adanya perubahan di dalam sistem. Analisis sistem 
adalah suatu metode pendekatan masalah (problem solving methodology) yang 
merupakan dasar dalam pemecahan masalah. Dalam makna yang sama, 
menurut Pramudya (1989), analisis sistem merupakan studi mengenai sistem 
atau organisasi menggunakan asas-asas metode ilmiah, sehingga dapat dibentuk 
konsepsi dan model yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan untuk 
mengadakan perubahan-perubahan struktur dan metode serta menentukan 
kebijakan, strategi, dan taktik. Struktur sistem secara umum dari sistem 
dinamis disajikan pada Gambar 3.
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KEADAANLAJU KELUARAN 

Gambar 3 Struktur sistem umum 

Marimin (2004) menyatakan bahwa data diolah (oleh Sistem Informasi 
Manajemen; SIM) menjadi informasi. Selanjutnya informasi dihitung, 
disusun, dan dibuat dalam sistem kebijakan menjadi alternatif keputusan 
kebijakan (oleh DSS). Keputusan kebijakan selanjutnya dioperasionalkan 
menjadi langkah-langkah aksi berdasarkan Standard Operating Procedure 
(SOP). Langkah aksi tersebut dapat menjadi data dan informasi untuk diolah 
menjadi kebijakan-kebijakan. Dalam siklus tersebut, alat berupa proses secara 
sistemik untuk menghasilkan alternatif keputusan kebijakan dapat diposisikan 
sebagai DSS. Gambaran siklusnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram siklus pengambilan keputusan





2.1 De�nisi Kebijakan
Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal, yakni sudut pandang (point 
of view), rangkaian tindakan (series of actions), dan peraturan (regulations). 
Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk 
menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa de�nisi mengenai kebijakan 
publik, ada satu de�nisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu 
kebijakan publik. De�nisi tersebut berbunyi �respons dari sebuah sistem politik 
terhadap demands/claims dan support yang mengalir dari lingkungannya�.

Dalam de�nisi tersebut, respons bisa dilihat sebagai isi dan implementasi 
serta analisis dampak kebijakan. Sistem politik tentu saja merujuk pada aktor 
politik (pemerintah, parlemen, masyarakat, pressure groups, dan aktor yang 
lain), demands, dan claim bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari 
aktor-aktor tadi. Sementara support bisa merujuk pada dukungan, baik SDM 
maupun infrastruktur yang ada. Respons yang terakhir, lingkungan merujuk 
pada satuan wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan.

Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik 
yang terdiri atas elemen-elemen, yakni orientasi, tindakan yang benar-
benar dilakukan, sifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan 
pelaksanaan melalui perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat 
publik yang bersangkut paut dengan publik dan apa yang dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh pejabat publik sesuai dengan kewenangannya. Masalah 
dalam perumusan kebijakan publik terletak pada aktor, mekanisme dan 
proses kebijakan publik, serta substansi.  Untuk itu dalam mencapai tujuan 
terciptanya suatu kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta lahirnya 
kebijakan yang menjamin partisipasi publik, diperlukan beberapa strategi. 

2ANALISIS KEBIJAKAN
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Strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan organisasi kelompok 
masyarakat.   Advokasi kebijakan  dengan merancang aturan main dalam 
formulasi kebijakan publik yang proposional dan partisipatif, komunikasi 
politik dengan memperbanyak ruang interaksi antarpihak dalam hal-hal yang 
menyangkut kebijakan publik. 

Berdasarkan konsep tersebut, pemerintah sebagai pelaku utama implementasi 
kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi politik dan 
fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi 
pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai 
lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif 
(discretionary power) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan 
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (policy science), yaitu ilmu yang 
berorientasi pada masalah kontekstual, multidisiplin dan bersifat normatif, 
serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan. 
Hal itu muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan 
keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik 
untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell dalam Kartodiharjo 
2009). Konsep dan pendekatan kebijakan diajukan oleh IDS (2006) dengan 
kerangka yang saling terkoneksi seperti Gambar 5.

Gambar 5 Konsep kebijakan
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Banyak de�nisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. 
�omas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do 
or not to do). De�nisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa 
de�nisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. 
Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai �kekuasaan mengalokasi 
nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan�. Hal ini mengandung 
konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan 
kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya 
dapat mencakup seluruh masyarakat, kecuali pemerintah. Sementara Lasswell 
dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, 
menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan 
dengan tujuan, nilai, dan praktik (a projected program of goals, values and 
practices). Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu 
kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak 
(purpose).

Heglo menyebutkan kebijakan sebagai �a course of action intended to accomplish 
some end� atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan 
tertentu. De�nisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan 
dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan 
adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be 
achieved), bukan suatu tujuan yang sekadar diinginkan saja. Dalam kehidupan 
sehari-hari yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekadar keinginan. 
Setiap orang boleh berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara 
tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk 
mencapainya dan ada �faktor pendukung� yang diperlukan. Kedua, rencana 
atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. 
Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan 
pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan, 
yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat 
dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam 
masyarakat.

Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu 
alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Oleh sebab itu, isi 
dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh 
para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Bertolak dari sini, Jones 
merumuskan kebijakan sebagai ��behavioral consistency and repeatitiveness 
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associated with e�orts in and through government to resolve public problems� 
(perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di 
dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). De�nisi 
ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

De�nisi kebijakan dari sumber yang berbeda, yakni kebijakan adalah 
pengendalian atau pengaturan urusan-urusan umum dan kesejahteraan 
(masyarakat) oleh unit pemerintah (pusat dan daerah) (Websteral Collagiate 
Dictionary 1995); a policy is a general set of ideas or part that has been o�cially 
agreed on by people in authority and which is used as a basis for making decisions, 
especially in politics, economy or business (Collins Cobuild English Language 
Dictionary 1990).

Berdasarkan de�nisi tersebut, menurut Sanim (2006) dapat diformulasikan 
bahwa pengertian yang tepat dari kebijakan adalah peraturan yang telah 
dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna memengaruhi suatu 
keadaan (memengaruhi pertumbuhan), baik besaran maupun arahnya yang 
melingkupi kehidupan masyarakat umum. Secara ringkas, kebijakan (policy) 
adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan sering kali tidak efektif akibat 
tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan 
sebagai obat sering kali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosis 
masalah atau penyakitnya keliru (Dunn 2003). Sebagai contoh, kebijakan 
adalah kebijakan publik yang dibuat oleh institusi pemerintah.

Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan menggunakan kriteria-
kriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan 
tindakan kebijakan (Weimer dan Vining 1990). Disiplin ilmu sosial terapan 
menggunakan multimetode penelitian dan argumen untuk menghasilkan 
dan mentransformasikan informasi yang policy relevant untuk memecahkan 
masalah kebijakan (Dunn 1999). Cara untuk menyintesiskan informasi, 
termasuk hasil penelitian untuk menghasilkan format keputusan kebijakan 
(penentuan pilihan-pillihan alternatif) dan menentukan kebutuhan masa 
depan akan informasi yang policy relevant (Williams 1971).

2.2 Kebijakan Publik
Secara umum, istilah kebijakan (policy) digunakan untuk menunjuk perilaku 
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu 
(Anderson 1999). Kebijakan publik (public policy) dide�nisikan oleh Robert 
Eyestone (1971) sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan. 
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Dye (1975) memberikan pengertian kebijakan publik adalah apa pun yang 
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi, kebijakan 
merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi  suatu masalah atau suatu 
persoalan.

Santoso (1993), dengan mengkomparasi berbagai de�nisi yang dikemukakan 
para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan 
bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi 
dalam dua kategori, yaitu 1) para ahli yang berpendapat bahwa kebijakan 
publik adalah semua tindakan pemerintah disebut kebijakan publik dan 2) 
para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. 
Para ahli yang terkelompok dalam pandangan kategori kedua terbagi pula 
ke dalam dua kubu pendapat, yakni mereka yang memandang kebijakan 
publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan 
dan maksud tertentu. Sementara kubu lainnya menganggap kebijakan publik 
memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Winarno (2002) menyatakan bahwa dampak dan suatu kebijakan mempunyai 
beberapa dimensi dan semua harus diperhitungkan, yaitu (1) dampak kebijakan 
pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang 
terlibat. Dengan demikian, mereka atau individu-individu yang diharapkan 
untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi. Ada juga dampak yang 
diinginkan (intended consequences) dan ada dampak yang tidak diinginkan 
(unintended consequences). (2) Kebijakan yang mungkin mempunyai dampak 
pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan 
kebijakan atau juga dinamakan dampak yang melimpah (externalities or spillover 
e�ects). (3) Kebijakan yang mungkin mempunyai dampak pada keadaan-
keadaan sekarang dan keadaan-keadaan di masa yang akan datang. Dengan 
kata lain, kebijakan yang berdampak berdasarkan dimensi waktu, yakni 
masa sekarang dan masa yang akan datang. (4) Kebijakan yang mempunyai 
dampak dalam bentuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Artinya, ada 
biaya yang langsung dikeluarkan oleh program tersebut dan ada biaya tidak 
langsung dikeluarkan oleh pihak lain, apakah oleh pemerintah, swasta, atau 
masyarakat. (5) Kebijakan yang mempunyai dampak terhadap biaya-biaya 
yang tidak bisa dihitung, tetapi dapat dirasakan oleh semua pihak.

Metodologi analisis kebijakan merupakan perpaduan elemen-elemen dari 
berbagai disiplin, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, ilmu 
terapan lain, dan ilmu lingkungan. Analisis kebijakan bersifat deskriptif, 
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valuatif, dan dapat pula bersifat normatif (Dunn 2004). Analisis kebijakan 
pada dasarnya adalah menemukan langkah strategis untuk memengaruhi 
sistem. Ada dua pilihan skenario yang dapat dilakukan untuk memengaruhi 
kinerja sistem, yaitu (1) kebijakan fungsional, skenario dengan tindakan 
yang memengaruhi fungsi dari unsur sistem tanpa mengubah sistem dan 
(2) kebijakan struktural, skenario dengan tindakan yang akan menghasilkan 
sistem yang berbeda (Muhammadi et al. 2001).   

Ada tiga jenis analisis kebijakan, yaitu (1) analisis prospektif, (2) analisis 
retrospektif, dan (3) analisis terintegrasi (Dunn 2004). Analisis prospektif 
merupakan analisis kebijakan yang terkait dengan produksi dan transformasi 
informasi sebelum tindakan kebijakan dilakukan. Sebaliknya, analisis 
retrospektif yaitu berkaitan dengan produksi dan transformasi informal setelah 
tindakan kebijakan dilakukan. Analisis terintegrasi adalah analisis kebijakan 
yang secara utuh mengkaji seluruh daur kebijakan dengan menggabungkan 
analisis prospektif dan retrospektif (Dunn 2004). 

Tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif 
kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 
penentu kebijakan. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan 
informasi relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan adalah 
nasihat, sehingga seorang analis kebijakan hanyalah penasihat kebijakan 
bukan penentu kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan memerlukan 
hal-hal: (1) harus tahu cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan 
mengomunikasikan informasi dalam situasi yang memiliki keterbatasan waktu 
dan akses; (2) membutuhkan perspektif untuk melihat masalah-masalah sosial 
yang dihadapi dalam konteksnya; (3) membutuhkan kemampuan teknik agar 
dapat memprediksi kebijakan yang diperlukan di masa yang akan datang dan 
mengevaluasi alternatif kebijakan dengan lebih baik; (4) mengerti institusi 
dan implementasi dari masalah yang diamati untuk meramalkan akibat dari 
kebijakan yang dipilih, sehingga dapat menyusun fakta dan argumentasi 
secara lebih efektif; dan (5) harus mempunyai etika (Suharto 2005).

Muhammadi et al. (2001) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah 
pekerjaan intelektual memilah dan mengelompokkan upaya yang strategis 
dalam memengaruhi sistem mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sistem 
dinamis, untuk menyederhanakan sistem dalam analisis kebijakan digunakan 
simulasi model. Ada dua tahap simulasi model untuk analisis kebijakan, 
yaitu (1) pengembangan kebijakan alternatif, yaitu suatu proses berpikir 
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kreatif untuk menciptakan ide-ide baru tentang tindakan yang diperlukan 
dalam rangka memengaruhi sistem untuk mencapai tujuan, baik dengan cara 
merubah model maupun tanpa merubah model dan (2) analisis kebijakan 
alternatif, suatu upaya untuk menentukan alternatif kebijakan yang terbaik 
dengan mempertimbangkan perubahan sistem serta perubahan lingkungan 
ke depan.

Analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab 
pertanyaan: (1) apa hakikat permasalahan, (2) kebijakan apa yang sedang 
atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya, (3) seberapa 
bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah, serta (4) alternatif 
kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah dan hasil apa yang 
dapat diharapkan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut membuahkan 
informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, 
hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang 
lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu (1) perumusan 
masalah (de�nisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang 
menimbulkan masalah kebijakan; (2) peramalan (prediksi) menyediakan 
informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif 
kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu; (3) rekomendasi (preskripsi) 
menyediakan informsi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi 
di masa depan dari suatu pemecahan masalah; (4) pemantauan (deskripsi) 
menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari 
diterapkannya alternatif kebijakan; dan (5) evaluasi menyediakan informasi 
mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang 
tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu 
terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku, 
tetapi juga administrasi publik, hukum, etika, serta berbagai macam cabang 
analisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan dapat diharapkan 
untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal 
mengenai tiga macam pertanyaan: (1) nilai yang pencapaiannya merupakan 
tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang 
keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, 
dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-
nilai.
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Pemantauan adalah tahapan selanjutnya saat dilakukan pengkajian terhadap 
kebijakan yang telah diterapkan dari segi tingkat kepatuhan, konsekuensi 
tidak terduga, dan kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan, 
letak penyimpangan terhadap kebijakan, dan siapa yang bertanggung jawab 
atasnya. Tahap ini menyajikan konsekuensi lampau dan kini dari suatu 
kebijakan. Evaluasi merupakan tahap saat dilakukannya penyimpulan 
atas jangkauan pemecahan masalah, klari�kasi terhadap nilai-nilai yang 
mengarahkan kebijakan, reformulasi kebijakan, dan penyusunan ulang atas 
permasalahan. Pengetahuan yang didapatkan adalah keragaan kebijakan yang 
menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah.

Pemantauan yang digunakan adalah tipe research and practise synthesis, yaitu 
suatu pendekatan pemantauan yang melibatkan kompilasi, pembandingan, 
dan pengujian sistematis dari hasil upaya yang telah dilakukan dalam 
melaksanakan kebijakan. Tipe pemantauan ini bisa bersifat kualitatif maupun 
kuantitatif serta disusun berdasarkan data yang tersedia. Evaluasi yang 
digunakan adalah suatu tipe evaluasi formal dan formatif jenis restrospective 
process evaluation yang didasarkan atas kajian ex post facto, menggunakan 
kontrol tidak langsung atas keadaan, deskriptif, serta memfokuskan analisis 
pada masalah dalam implementasi kebijakan (Dunn 1994).

2.3 Analisis Kebijakan
Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn 
mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan 
sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Dunn mende�nisikan analisis kebijakan 
sebagai �ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk 
menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam 
memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari�. Di sini dia melihat ilmu 
kebijakan sebgai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah 
ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan 
dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan 
pemisahan satu aspek dengan aspek lain. 

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan 
di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis 
tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan 
sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Hal tersebut diatur menurut 
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urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat 
menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, 
atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe 
masalah yang dihadapi klien yang dibantunya (Dunn 2003).

Dunn (2003) mende�nisikan bahwa analisis kebijakan merupakan disipin 
ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel 
dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai 
secara kritis, dan mengomunisasikan pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan.

Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin 
ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian 
dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan 
dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam 
rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. 

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk 
membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-
masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-
informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen 
tentang berbagai alternatif kebijakan. Hal tersebut digunakan sebagai bahan 
pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan 
antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan 
sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya 
kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata, sehingga hasilnya 
benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya, baik 
analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai 
tujuan yang sama, yakni memberikan rekomendasi kebijakan pada penentu 
kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. 

Dunn (2000) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik 
sebagai berikut.

1.	 Analisis  Kebijakan Prospektif

	 Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi 
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis 
kebijakan di sini merupakan suatu alat untuk menyintesiskan informasi 
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yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang 
dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan 
kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan 
kebijakan.

2.	 Analisis Kebijakan Retrospektif

	 Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi 
informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis 
berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini, 
yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada 
masalah, dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe 
analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3.	 Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

	 Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang 
mengombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian 
pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah 
tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak 
hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahap penyelidikan 
retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus-
menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan dalam ilmu politik, 
sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Terdapat 
tinjauan terhadap lima tema lintas sektoral, yaitu (a) pemisahan dalam 
kebijakan; (b) manajemen perubahan; (c) peranan kelompok-kelompok 
dalam proses kebijakan; (d) kepemilikan dari proses kebijakan; dan (e) 
alternatif kebijakan. Argumentasi ini adalah model linear kebijakan, ditandai 
dengan tujuan analisis pilihan dan pemisahan dari pelaksanaan kebijakan, di 
mana hal ini sangat tidak memadai. Kombinasi antara konsep dari berbagai 
disiplin ilmu dapat digunakan untuk menempatkan beberapa urutan ke 
dalam permasalahan, termasuk kebijakan narasi, kebijakan komunitas, analisis 
wacana, rezim teori, manajemen perubahan, dan peran birokrat di tingkat 
pelaksanaannya. 

Weimer & Vining (1999) dalam Kartodiharjo (2009) menjelaskan mengenai 
lingkup kebijakan, terdiri atas riset kebijakan dan analisis kebijakan. Riset 
kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel akibat 
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perubahan kebijakan untuk aktor dalam arena kebijakan yang relevan melalui 
metodologi formal. Sementara analisis kebijakan merupakan perbandingan 
dan evaluasi dari solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah bagi orang 
atau lembaga tertentu melalui sintesis, riset-riset, dan teori. Sutton (1999) 
menunjukkan bahwa dengan kajian kebijakan, akan dihasilkan pengetahuan 
mengenai baik atau buruknya kinerja kebijakan yang dihasilkan saat ini 
melalui identi�kasi arena kebijakan menggunakan metode yang valid.

Tabel 2 Perspektif analisis kebijakan

Tujuan Utama Klien Style Umum Batasan 
Waktu

Kelemahan 
Umum

Riset Ilmu 
Sosial

Mengembangkan 
teori untuk 
memahami 
masyarakat

�Truth� 
seperti yang 
dimaksudkan 
oleh para 
akademisi

Metode yang  
strict untuk 
membangun  
dan menguji 
teori; biasanya 
dengan 
melihat masa 
lalu

Jarang adanya 
batasan waktu 
yang  bersifat 
eksternal

Sering tidak 
relevan dengan 
kebutuhan 
informasi yang 
diperlukan 
oleh pembuat 
keputusan

Riset 
Kebijakan

Memprediksi     
dampak 
perubahan ke 
dalam variabel 
yang dapat 
diubah oleh 
kebijakan publik

Aktor politik; 
disiplin 
profesi yang 
terkait

Aplikasi 
metodologi 
formal untuk 
menanggapi 
pertanyaan  
kebijakan 
yang relevan: 
prediksi dan 
konsekuensi

Kadang-
kadang 
batasan dead 
line, diatasi 
melalui ke 
mungkinan   
terjadinya isu 
berulang

Kesulitan dalam 
menerjemahkan 
temuan-
temuan ke 
dalam tindakan 
pemerintahan

Perencanaan 
Klasik

Menetapkan dan 
mewujudkan  
keadaan masa 
mendatang yang 
diinginkan

�Keinginan 
masyarakat� 
seperti yang   
dide�nisikan 
secara 
profesionaL

Penetapan  
peraturan 
dan norma 
professional; 
penetuan goals 
dan objectives

Adanya sedikit 
tekanan 
waktu karena  
berurusan  
dengan hal-hal 
yang bersifat 
long-term

Bagaikan  
pungguk 
merindukan 
bulan bila 
proses politik 
diabaikan

Analisis 
Kebijakan

Memberikan       
perbandingan 
yang sistematis 
dan penilaian 
alternatif yang 
ada untuk 
mengatasi 
masalah sosial

Orang atau 
institusi 
tertentu 
sebagai 
pembuat 
keputusan

Sintesis riset 
dan teori yang  
ada untuk  
memprediksi 
konsekuensi 
dari alternatif 
kebijakan

Tekanan 
deadline 
yang sangat 
kuat dari 
sains analisis; 
biasanya 
terkait dengan 
keputusan 
spesi�k

Kurang adanya 
imajinasi 
sebagai akibat 
client orientation 
dan tekanan 
waktu
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2.4  Formulasi Kebijakan
Formulasi merupakan turunan dari formula/rumus yang secara ringkas berarti 
mengembangkan rencana, metode, resep dalam upaya mengurangi kebutuhan 
sebagai tindakan untuk mengatasi masalah (Jones 1984). Formulasi kebijakan 
menurut Lester dan Stewart (2000) adalah suatu tahap dalam proses kebijakan 
yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah 
publik tertentu yang diidenti�kasi dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih 
teknis. Caranya dengan menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan 
informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan 
mencari berbagai alternatif solusi kebijakan. Masalah utama yang dihadapi 
dalam formulasi kebijakan adalah merumuskan apa sebenarnya masalah 
kebijakan yang harus dipecahkan. Sering terjadi, analisis kebijakan tidak 
diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas.

Setiap orang yang melihat perubahan sebagai peluang daripada ancaman akan 
memainkan peranan dalam mengelola perubahan dan mengambil kesempatan 
untuk maju. Individu tersebut akan memberikan arahan dan semangat pada 
pelaksanaan kebijakan dan metode-metode yang baru. Bridger (Ambrose 1989) 
pertama kali mengembangkan istilah pengembangan wacana. Pengembangan 
wacana menjelaskan cara berpikir dan sikap, sistem nilai, dan prioritas lainnya 
dari seseorang individu. Wacana adalah kon�gurasi ide yang mengaitkannya 
dengan ideologi. Berbagai wacana dapat diidenti�kasi. Sebagai contoh, wacana 
ilmiah yang melihat pembangunan sebagai suatu konsep rasional, teknis, dan 
proses ilmiah sangat beralasan terjadi di Western dalam berbagai keahlian. 

Ada dua makna bagi istilah ini, bergantung wacana dide�nisikan. Pertama, 
apabila digunakan untuk maksud tertentu seperti cara berpikir dan 
argumentasi yang melibatkan politik dalam kegiatan mengklasi�kasi dan 
nama (seperti di atas), analisis wacana adalah upaya yang eksplisit tersirat nilai-
nilai dan ideologi. Tujuannya adalah mendepolitisasi dengan nilai yang sarat 
terminologi. Kedua, wacana juga dapat merujuk pada dialog, bahasa, dan 
percakapan. Jika ditentukan dengan cara ini, analisis wacana yang berkaitan 
dengan analisis bahasa yang digunakan dalam kebijakan, misalnya untuk 
penggunaan label dalam kebijakan diskusi, seperti �petani� atau �pedesaan 
yang miskin�. 
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Kelompok ahli teknis adalah kelompok yang memiliki akses informasi dan 
hak istimewa untuk berbagi dan mendiskusikan ide-ide tersebut. Kelompok 
lainnya yang tidak memiliki akses ke informasi ini adalah peneliti masyarakat, 
LSM, organisasi internasional atau berbagai organisasi lain. Masyarakat dapat 
memiliki pengaruh yang kuat pada kebijakan karena mampu mengekspresikan 
politik tertentu, pendapat, dan memiliki hubungan dengan pemerintah 
sebagai pengambil keputusan. 

Clay dan Scha�er (1984) berada tepat pada pemisahan antara pembuatan 
kebijakan dan pelaksanaannya. Sebagai contoh, kebijakan yang melihat 
pelaksanaan sebagai proses terpisah dari kebijakan, mungkin menyalahkan 
si miskin dari hasil kebijakan atau kekurangan sumber daya dalam tahap 
pelaksanaan. Contoh lainnya adalah kebijakan dapat diistilahkan dalam gaya 
dan bahasa yang berarti kebijakan yang dilakukan adalah �jelas dan praktis 
hanya satu� atau �jelas pilihan terbaik�. Jika arah kebijakan tertentu ternyata 
begitu jelas, tampaknya bahwa setiap orang akan melakukan hal yang sama bila 
berada dalam keadaan dan kondisi tertentu. Perumusan masalah dijalankan 
dengan diagram alir pada Gambar 6.

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan 
solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal 
karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan 
solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Russel L Acko� dalam Dunn 
2003). Berdasarkan pendapat ini, maka penemuan masalah adalah tahapan 
yang penting sebelum kita melakukan berbagai kebijakan atau solusi terhadap 
masalah tersebut.
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Gambar 6 Diagram alir perumusan masalah

Masalah di dalam satu bidang kadang-kadang memengaruhi masalah-
masalah kebijakan di dalam bidang yang lain, misalnya pengangguran, 
stabilitas, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Dalam kenyataan, masalah-
masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, mereka 
merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan 
sebagai �meses�. Artinya, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan 
ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda. Sistem 
masalah atau meses sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan menggunakan 
pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang memecahkan masalah ke dalam 
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elemen-elemen atau bagian-bagian yang menyusunnya karena jarang masalah-
masalah dapat dide�nisikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri. Kadang-
kadang merupakan hal yang mudah untuk memecahkan �sepuluh masalah 
yang terkait daripada memecahkan satu masalah secara sendiri�. Sistem 
masalah yang saling bergantung mengharuskan suatu pendekatan holistis, 
suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian tak terpisahkan dari 
keseluruhan sistem yang mengikatnya.

Memerhatikan storyline di atas yang menjelaskan tentang fenomena krisis 
energi dunia, maka terlebih dahulu kita coba menyusun kompleksitas 
berbagai permasalahan yang saling terkait dan memengaruhi. Perumusan 
masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling 
bergantung, yaitu pencarian masalah (problem search), pende�nisian masalah 
(problem de�nition), spesi�kasi masalah (problem speci�cation), dan pengenalan 
masalah (problem sensing) (Dunn 2003). Prasyarat perumusan masalah adalah 
pengakuan atau �dirasakannya keberadaan� suatu situasi masalah.  Untuk 
pindah dari situasi masalah, harus terlibat dalam pencarian masalah. Pada 
tahap ini, tujuan jangka pendeknya bukan penemuan suatu masalah tunggal, 
melainkan penemuan beberapa representasi masalah dari berbagai perilaku 
kebijakan. Suatu masalah merupakan masalah-masalah yang rumit karena 
wilayah representasi masalah yang dimiliki tidak tertata dengan rapi. Tugas 
utama adalah merumuskan meta masalah, kemudian ditemukan masalah 
substantif untuk menentukan masalah yang paling mendasar dan umum. 
Sekali masalah substantif telah dide�nisikan, masalah formal yang lebih rinci 
dan spesi�k dapat dirumuskan. Proses perpindahan dari masalah substantif ke 
masalah formal dilakukan melalui spesi�kasi masalah.  

Biasanya, masalah yang dihadapi adalah jaringan besar yang kacau dari 
formulasi-formulasi masalah yang saling bersaing secara dinamis, terbentuk 
oleh situasi sosial dan terdistribusi pada seluruh proses pembuatan kebijakan. 
Akibatnya, para analis dihadapkan pada meta-problem�suatu masalah di 
atas masalah-masalah yang rumit karena wilayah representasi masalah yang 
dimiliki oleh para pelaku kebijakan nampak tidak tertata rapi. Tugas utamanya 
adalah merumuskan meta-masalah, yaitu masalah dalam urutan kedua yang 
dapat dide�nisikan sebagai kelas dari semua masalah urutan pertama, yang 
merupakan anggotannya. Kecuali jika kedua tingkat ini tidak dapat dibedakan 
secara jelas, para analis menghadapi risiko memformulasikan masalah yang 
salah dengan mencampur anggota dan kelasnya.
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Kartodiharjo (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kekeliruan dalam 
analisis kebijakan yang menyangkut masalah dan situasi masalah sebagai 
berikut.

1.	 Problem resolving atau memecahkan kembali masalah dengan analisis 
ulang pemecahan masalah dari masalah yang sebenarnya telah ditetapkan 
dengan tepat.

2.	 Problem unsolving atau pementahan solusi masalah dengan membuang 
solusi karena kesalahan dalam penetapan masalah;

3.	 Problem dissolving atau pementahan masalah dengan membuang 
masalah yang telah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi belum 
dijalankan.

Sutton (1999) melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan 
kebijakan dengan berbagai sudut pandang: antropologi, ilmu politik, sosiologi, 
hubungan internasional, dan manajemen. Dalam model rasional, langkah-
langkah pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut.

1.	 Pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah

2.	 Tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dapat di-rangking

3.	 Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan

4.	 Analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif

5.	 Membandingkan masing-masing alternatif

6.	 Memilih alternatif yang terbaik

Cook dan Elder (19720) membagi Agenda menjadi dua tipe, yaitu sistemik 
dan institusional. Agenda sistemik: 1). semua isu secara umum dianggap oleh 
anggota komunitas politik pantas mendapat perhatian dari otoritas publik 
dan 2). untuk mendapat akses ke agenda sistemis, sebuah isu harus mendapat 
perhatian luas dari sebagian besar persepsi publik, sehingga isu itu menjadi 
perhatian otoritas publik. Agenda institusional: (1) muncul secara eksplisit 
dan menjadi pertimbangan serius oleh pembuat keputusan dan (2) mungkin 
merupakan item lama yang muncul karena diulas secara reguler atau menjadi 
perhatian secara periodik atau mungkin ia merupakan �item� baru. Sebuah 
isu tidak akan masuk ke agenda institusional jika sebelumnya isu itu tidak 
muncul di agenda sistemik.

Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut 
sebagai model linier, model rasional, atau common-sense. Dalam pembuatannya, 
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mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang 
objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah 
serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah 
kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya urutan model linier 
dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut.

1.	 Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 
Dalam tahap ini biasanya juga dilakukan dengan menentukan kesenjangan 
atau gap antara kondisi saat ini dan kondisi harapan yang diinginkan.

2.	 Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap.

3.	 Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko 
dan hambatan yang mungkin terjadi;

4.	 Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat.

5.	 Pelaksanaan kebijakan.

6.	 Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam model ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional 
dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan 
dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan 
keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan 
melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak 
dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. 
Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya 
�political will�, terbatasnya sumber daya (anggaran, sumber daya manusia), 
serta lemahnya manajemen. Kelemahan pendekatan rasional tersebut dapat 
dilihat, misalnya, apabila memang anggaran, sumber daya dan manajemen 
pelaksanaan kebijakan lemah, mengapa kelemahan-kelemahan tersebut tidak 
dipertimbangkan dalam tahap penetapan agenda? Bagaimana tindakan sebagai 
solusi diputuskan juga sangat bergantung siapa yang mempunyai kewenangan. 
Oleh karena itu, pemegang kewenangan seharusnya dapat mengarahkan 
tindakannya untuk menjalankan solusi tersebut. Asumsi ini sering kali tidak 
dipenuhi. Di samping itu, informasi sebagai bahan untuk mendalami isu 
dan menetapkan masalah sering kali tidak cukup. Sebagai contoh, kebijakan 
adalah kebijakan publik yang dibuat oleh institusi pemerintah.

Nilai menurut Kartodiharjo (2009) merupakan tolok ukur utama apakah 
masalah telah teratasi. Pernyataan nilai dan penentuan nilai adalah relatif, 
tetapi juga objektif. Nilai merupakan persetujuan terhadap sesuatu yang 
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kebenarannya tidak bergantung pada pemikiran yang menyebabkan 
persetujuannya. Nilai memiliki sifat relativisme objektif, yang dibedakan 
dengan tandingan subjektifnya. Selain itu, nilai mengandung advokasi 
kebijakan, sebagai cara menghasilkan informasi yang relevan dan argumen 
yang masuk akal mengenai solusi bagi masalah-masalah publik. Dengan 
demikian, nilai dapat diperdebatkan secara rasional dan dapat dipelajari 
dengan metode ilmu pengetahuan.

Terdapat beberapa tipe formulasi kebijakan, yaitu rutin, analogi, dan kreatif. 
Sementara metode formulasi terbagi menjadi: (a) model linier, model rasional, 
atau common-sense; (b) inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/
keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki/disempurnakan untuk 
memecahkan masalah yang baru tersebut); dan (c) model sistem. Sutton 
(1999) melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan kebijakan 
dengan berbagai sudut pandang: antropologi, ilmu politik, sosiologi, 
hubungan internasional, dan manajemen.

Dalam model inkremental, kebijakan baru hanya mengubah hal-hal kecil dari 
kondisi sebelumnya. Biasanya pembaruan kebijakan ditetapkan berdasarkan 
satu hal yang dianggap paling penting. Penetapan kebijakan seperti ini 
dianggap tidak optimal. Suatu penetapan kebijakan dianggap optimal apabila 
disepakati oleh segenap pihak yang berkepentingan dan bukan sekadar 
dikatakan oleh pihak tertentu sebagai kebijakan paling baik untuk dapat 
menyelesaikan masalah.

Proses pembuatan kebijakan ini cenderung mengikuti tindakan serial. Apabila 
terdapat kesalahan di kemudian hari, akan kembali dilihat masalahnya dan 
kemudian diperbaiki dengan kebijakan baru. Hal tersebut didasari oleh alasan 
bahwa perubahan besar dimulai dari yang kecil. Alasan demikian mempunyai 
kelemahan karena proses perbaikan kebijakan berikutnya biasanya tidak 
didasarkan oleh kebijakan sebelumnya atau sekadar mencampur-aduk 
berbagai perbaikan kebijakan yang ada, tanpa diketahui akibat yang satu 
terhadap lainnya.

Pendekatan sistem merupakan cara yang dapat membantu manajer untuk 
memfokuskan sumber daya yang terbatas ke arah terjadinya perubahan. Dalam 
model ini perhatian difokuskan ke arah hubungan antarbagian dalam suatu 
organisasi, respons organisasi terhadap situasi eksternal, bagaimana organisasi 
mempercayai input dari luar organisasi. Total sumber daya di dalam organisasi 
selalu terbatas, sehingga setiap upaya untuk menghasilkan perubahan harus 
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memerhatikan penyeimbangan kembali prioritas-prioritas yang dilakukan.

Mengingat kelebihan dan keterbatasan masing-masing jenis riset, Cooper dan 
Schindler (2006) menganjurkan triangulasi, yaitu mengombinasikan metode 
kaulitatif dan kuantitatif. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan konsep 
Complementarism dari Total System Intervension (TSI) yang memperkaya 
metode riset terpadu dengan kajian melalui pemodelan sistem dan stimulasi.

Metode ini masih satu aliran dengan psikologi kognitif dalam pengambilan 
keputusan di mana seseorang diasumsikan menganalisis semua alternatif 
dan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu untuk mencapai nilai (value) 
maksimum (Norman 1977). Dalam analisis, metode ini menggunakan 
model linear, baik uji beda rata-rata dengan t-test, ANOVA, atau MANOVA, 
menggunakan regresi sederhana atau berganda dengan variabel dummy atau 
menggunakan regresi multivariat (multivariate regression). Dengan regresi, 
nilai koe�sien regresi yang didapat adalah besarnya pengaruh setiap stimulus 
terhadap keputusan (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002).

Pendekatan metode policy capturing ini berbeda dengan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) (Bhushan dan Rai 2004). Pada AHP, besarnya 
kepentingan setiap dimensi terhadap suatu keputusan ditentukan dengan 
pembobotan. Oleh karena itu, seseorang diasumsikan memiliki pemahaman 
(insight) yang baik terhadap setiap dimensi yang memengaruhi keputusannya 
dan besarnya pengaruh setiap dimensi terhadap keputusan, sehingga dia bisa 
memberikan pembobotan.

Namun kadang-kadang seseorang mempunyai pemahaman yang kurang 
baik terhadap dimensi-dimensi keputusan (Wiederman 1999). Tidak hanya 
pemahaman yang kurang baik, kadang bahkan dimensinyapun tidak diketahui. 
Jika ini terjadi, metode AHP atau pendekatan kognitif yang lain kurang tepat 
digunakan untuk menganalisis pertimbangan dalam suatu pengambilan 
keputusan. Pembobotan tidak tepat karena besarnya pembobotan tidak 
menyatakan kepentingan yang sebenarnya. Oleh karena itulah pada saat 
pemahaman terhadap suatu dimensi kurang baik, metode policy capturing 
lebih tepat digunakan.

Policy capturing memiliki beberapa kelebihan (Wiederman 1999). Seperti 
yang dijelaskan sebelumnya, policy capturing mengukur pertimbangan yang 
sebenarnya, bukan kepercayaan (belief) seseorang terhadap hal-hal yang 
melandasi suatu pertimbangan. Pembobotan terhadap suatu dimensi yang 
digunakan dalam AHP adalah kepercayaan seseorang terhadap pentingnya 
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suatu dimensi itu dalam pengambilan keputusan. Namun, kepercayaan ini 
bukanlah yang sebenarnya terjadi dan jika pemahaman terhadap pentingnya 
suatu dimensi kurang memadai, maka pembobotan dalam AHP tidak bisa 
menangkap besarnya kepentingan yang sebenarnya. Selain itu, policy capturing, 
seperti AHP bisa digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan yang 
dilakukan individu, kelompok, atau yang lebih umum. Hal ini bergantung 
dari tujuan penelitian, apakah bersifat idiogra�s atau monotetis (Aiman-
Smith Scullen dan Barr 2002).

Policy capturing memiliki beberapa kelemahan (Wiederman 1999). Jika yang 
diteliti adalah pengambilan keputusan yang sudah dilakukan sebelumnya, 
subjek dituntut untuk mengingat kembali keputusan-keputusan yang sudah 
dilakukan. Kesimpulannya akan terbatas hanya pada orang yang sudah 
melakukan pengambilan keputusan yang ingin diteliti. Selain itu, stimuli 
yang diberikan bersifat buatan, bukan stimuli yang sebenarnya terjadi di dunia 
nyata, sehingga tidak bisa mewakili stimuli yang sebenarnya (Aiman-Smith 
Scullen dan Barr 2002). Selain itu, akan terjadi laboratory e�ect (Nunnally 
1978); lingkungan pada saat eksperimen dilakukan tidak sama dengan 
lingkungan pada saat stimuli yang sebenarnya terjadi. Konteks juga kadang 
memengaruhi keputusan (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002). Terakhir, 
stimuli yang diberikan bisa sangat banyak, sehingga subjek akan lelah.

Policy capturing banyak digunakan dalam studi manajemen, terutama sumber 
daya manusia. Policy capturing digunakan untuk menganalisis karakteristik 
personal dan organisasional yang memengaruhi seleksi, alokasi reward, atau 
hal lain dalam hubungan karyawan-perusahaan (Aiman-Smith Scullen dan 
Barr 2002). Metode ini digunakan untuk menganalisis pilihan pekerjaan 
oleh pencari kerja (Aiman-Smith Bauer dan Cable 2001; Williamson, Cope, 
�ompson, dan Wuensch 2002; Slaughter, Richard, dan Martin 2006), 
pengambilan keputusan dalam interview calon karyawan (Graves dan Karren 
1992), performance appraisal (Hobson dan Gibson 1983), dan penentuan 
alokasi kompensasi (Beatty McCune dan Beatty 1988; Deshpande dan 
Schoderbek 1993; Zhou dan Martocchio 2001; Hu, Hsu, Lee, dan Chu 
2007) termasuk kepuasan terhadap kompensasi (Law dan Wong 1998), serta 
keputusan kenaikan kompensasi (Barclay dan York 2003).

Selain manajemen SDM, policy capturing juga digunakan di manajemen 
logistik dalam penentuan penyedia jasa logistik (Waller dan Novack 1995; 
Crosby dan LeMay 1998), di manajemen pemasaran dalam penentuan media 
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yang digunakan dalam komunikasi pemasaran (Webster dan Trevino 1995) 
serta pemilihan produk oleh pelanggan (Brinberg Bumgardner dan Daniloski 
2007), di bidang hukum (Knapp dan Heshizer 2001; Sensibaugh dan Allgeier 
1996), keputusan dalam penggunaan teknologi baru (Bahmanziari Pearson dan 
Crosby 2003). Selain itu, policy capturing juga digunakan dalam pendidikan 
untuk menganalisis efektivitas pengajaran (Carkenord dan Stephens 1994), 
keputusan penerimaan aplikasi mahasiswa pascasarjana (Kline dan Sulsky 
1995).

Simon dalam Young (1989) mendiskripsikan bahwa proses pengambilan 
keputusan meliputi tahap-tahap: (1) kegiatan inteligensi, yang mencakup 
pengenalan masalah dan mencari sebab-sebab masalah serta kemungkinan 
pemecahannya; (2) kegiatan merancang, merumuskan, dan menilai berbagai 
alternatif cara bertindak dari sudut positif atau negatif hasilnya; dan (3) 
kegiatan pilihan atau keputusan. 

Pengambilan keputusan biasanya dianggap sebagai sebuah proses. Salusu 
(2002) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih 
suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang e�sien sesuai situasi. 
Ada dua unsur yang patut diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, 
yaitu (1) membuat keputusan yang lebih dapat diterima, artinya kebanyakan 
kelompok cenderung menyetujuinya karena mereka berperan serta dalam 
proses pengambilan keputusan itu sendiri dan (2) membuat keputusan yang 
lebih baik. Keputusan yang lebih baik inilah yang mendekati jawaban yang 
terbaik terhadap suatu masalah, yaitu yang bermanfaat sesuai informasi 
yang diperoleh pada saat proses berlangsung. Dengan demikian, keputusan 
dapat dibuat berdasar konsensus, bisa juga berdasar fakta. Jadi pengambilan 
keputusan adalah proses memilih alternatif tindakan dengan metode yang 
e�sien untuk menuju kepada persetujuan atau kesepakatan bersama.

Konsepsi peran serta dalam pengambilan keputusan telah banyak dilakukan 
dalam penentuan kebijakan secara partisipatif. Peran serta menunjukkan 
suatu proses antara dua atau lebih pihak yang memengaruhi satu terhadap 
yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan 
dalam hal ini merupakan sesuatu yang akan berpengaruh di kemudian hari 
bagi pihak pembuat keputusan, bagi pihak-pihak lain yang diwakili, maupun 
bagi lingkungannya. Tuntutan berperan serta tidak hanya timbul dari 
perorangan, tetapi organisasi pun mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan 
itu harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang-orang 
yang mengambil bagian di dalamnya.
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Peran serta menurut Salusu (2002) adalah suatu aktivitas, proses, atau sistem 
pengambilan keputusan. Dengan demikian, maksud peran serta adalah 
mempertemukan kepentingan yang berbeda dalam suatu proses pengambilan 
keputusan tanpa mempertahankan sifat dan pentingnya keputusan itu. 
Pengertian peran serta bagi setiap organisasi tidak selalu sama. Peran serta 
tidak dapat dianggap sebagai gejala on-o� (ada-tidak), tetapi harus dipahami 
dalam arti keberadaan pada skala antara peran serta penuh (participation) dan 
tidak berperan serta (no-participation). Pentingnya peran serta dalam proses 
pengambilan keputusan juga diakui oleh Alutto dan Belasco dalam Petrus 
(2001) karena ada jaminan bahwa pemeran tetap mempunyai kontrol atas 
keputusan-keputusan yang diambil.



3.1 Pengertian Partisipatif
Pendekatan partisipatif atau partisipatory sudah cukup lama populer 
dan mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 20 tahun 
terakhir. Perkembangan itu dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang 
lebih mementingkan partisipasi (keterlibatan masyarakat), penelitian 
aksi, dan pendidikan orang dewasa dengan tujuan memberdayakan 
masyarakat marginal.

Metode penelitian partisipatif muncul sebagai kritik terhadap metode 
penelitian konvensional atau klasik, di mana peneliti profesional merupakan 
pihak dominan yang mengontrol seluruh proses penelitian terhadap objek-
objek penelitian. Sebagai kritik terhadap metode konvensional, metode 
penelitian partisipatif justru menekankan peran aktif dari partisipan 
penelitian sendiri, bukan pihak luar. Partisipan penelitian adalah �orang 
dalam� atau komunitas/masyarakat di mana penelitian dilakukan. Demikian 
juga dalam program intervensi atau advokasi, pendekatan partisipatif 
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam mencapai 
tujuan program.

Partisipasi dapat dide�nisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 
masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam 
dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang 
bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi 
menjadi empat tahap sebagai berikut. 

1.	 Mobilisasi; partisipasi tahap ini dicirikan oleh adanya penggunaan 
teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat dan masyarakat 
dikerahkan untuk melaksanakannya. Mobilisasi dikritik karena dianggap 
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bukan menyertakan masyarakat, melainkan mengerahkan masyarakat. 
Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tidak lahir secara sukarela, 
melainkan dengan cara diperintah atau dipaksa. Oleh karena itu tahap 
mobilisasi dianggap tidak partisipatif, bahkan bertentangan dengan 
prinsip-prinsip partisipatif. Dengan mobilisasi, sering kali masyarakat 
dijadikan objek pembangunan. 

2.	 Pengenalan partisipasi; tahap partisipasi jenis ini memiliki ciri adanya 
penggunaan teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat. 
Keterlibatan masyarakat dalam hal ini sering kali sebagai objek percobaan 
penggunaan teknologi baru. Masyarakat diminta untuk melakukan uji 
coba secara terbatas sebelum memutuskan apakah sesuatu kegiatan atau 
teknologi akan diterapkan secara lebih luas. Rancangan kegiatan dan 
keputusan tentang jenis kegiatan atau teknologi yang diadopsi masih 
ditentukan oleh pihak luar, bukan oleh masyarakat sendiri sehingga 
nyaris menempatkan mereka sebagai pelaksana kegiatan saja. 

3.	 Pemberdayaan masyarakat; tahap ini memiliki ciri adanya   teknologi 
tepat guna dari luar yang diperkenalkan dan masyarakat didorong atau 
diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, 
keterlibatan masyarakat mulai menjadi pertimbangan utama dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian hasil program. Namun 
karena selama ini masyarakat jarang diberi kesempatan untuk berperan 
aktif, maka pihak luar (lembaga program) masih harus memotivasi 
masyarakat agar mau berperan aktif dan mampu menentukan pilihan 
teknologi atau kegiatan.  

4.	 Kemitraan; ciri-ciri pokok partisipasi dalam tahapan ini antara lain 
teknologi lokal digunakan, teknologi tepat guna dari luar diperkenalkan, 
dan masyarakat sudah mampu memilih teknologi yang paling cocok 
untuk dirinya sendiri. Tahap ini bisa disebut sebagai bentuk partisipasi 
yang paling ideal. Orang luar menjadi mitra sejajar masyarakat (orang 
dalam). Masyarakat sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk 
menentukan apa yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. 
Program direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat.   

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada empat tahapan 
yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) partisipasi dalam 
pelaksanaan, (3) partisipasi dalam manfaat, dan (4) partisipasi dalam 
evaluasi. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah partisipasi dengan 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan 
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pendapat dan aspirasinya dalam menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. 
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang 
akan diambil. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi 
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan 
rencana yang telah disepakati bersama. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil 
pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hasil-
hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerataan kesejahteraan dan 
fasilitas yang ada di masyarakat dan ikut menikmati atau menggunakan 
sarana hasil pembangunan. Partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan 
adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya menilai serta 
mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan 
yang dicapai (Cohen dan Upho� 1977).

Mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kemandirian 
mengandung konsekuensi bahwa suatu kegiatan sebaiknya merupakan 
perwujudan dari tanggapan masyarakat atas masalah-masalah yang cukup 
dimengerti masyarakat dan dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat diterima 
masyarakat tersebut. Melibatkan masyarakat secara aktif berarti memberikan 
tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk merumuskan 
masalah-masalah mereka, memobilisir sumber-sumber setempat, dan 
mengembangkan kelompok organisasi setempat. Pemberian tanggung jawab 
ini tidak mudah, sehingga dilakukan secara bertahap melalui suatu proses 
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sendiri.

Asngari (2001) menyatakan bahwa penggalangan partisipasi itu dilandasi 
adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut karena di antara 
orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam 
menggalang peran serta semua pihak, diperlukan hal-hal: (1) terciptanya 
suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbinanya kebersamaan. 
Selanjutnya, Slamet (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, 
ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, serta ikut serta memanfaatkan 
dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Gaventa dan Valderama (1999) 
dalam Arsito (2004) mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi, terutama 
bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu 
partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.

1.	 Partisipasi politik (political participation), lebih berorientasi pada 
�memengaruhi� dan �mendudukkan wakil-wakil rakyat� dalam lembaga 
pemerintahan daripada partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan 
itu sendiri. 
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2.	 Partisipasi sosial (social participation), partisipasi ditempatkan sebagai 
keterlibatan masyarakat, terutama yang dipandang sebagai bene�ciary atau 
pihak di luar proses pembangunan. Partisipasi tersebut dipandang dalam 
konsultasi atau pengambilan keputusan semua tahapan siklus proyek 
pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, 
pemantauan, dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk 
memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata 
lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada 
kebijakan publik itu sendiri, tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia 
kebijakan publik yang lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan 
mobilisasi sosial. 

3.	 Partisipasi warga (citizen participation/citizenship), menekankan partisipasi 
langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses 
pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi 
�dari sekadar kepedulian terhadap �penerima derma� atau �kaum tersisih� 
menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga 
dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai 
gelanggang kunci yang memengaruhi kehidupan mereka�. Berbeda 
dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi 
pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga daripada menjadikan 
arena kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

3.2 Partisipasi Masyarakat
Menurut Bryan dan Louse (1982), partisipasi di bidang pembangunan 
mencakup keterlibatan mental dan emosional, penggeraknya adalah kesediaan 
untuk memberi konstribusi dalam pembangunan dan kesediaan untuk 
turut bertanggung jawab. Mubyarto (1984) menyebutkan bahwa partisipasi 
adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan 
kemampuannya tanpa mengorbankan diri sendiri. Partisipasi oleh beberapa 
ahli dikaitkan dengan upaya dalam mendukung program pemerintah.

Menurut Cohen dan Upho� (1977), partisipasi adalah keterlibatan 
masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan 
dan bagaimana keterlibatan dalam pelaksanaan program dan keputusan. 
Partisipasi tersebut digunakandalam konstribusi sumber daya atau bekerja 
sama dalam organisasi-organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat, dan 
program pembangunan atau keterlibatan dalam evaluasi program.
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Secara umum, keempat macam keterlibatan ini mengarah pada partisipasi 
dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat 
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan 
pesisir. Cohen dan Upho� (1977) menyatakan setidaknya memiliki tiga 
alasan utama, yaitu (1) sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat 
untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat 
setempat terhadap program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan; (2) 
sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan 
sikap masyarakat setempat; dan (3) masyarakat mempunyai hak untuk urun 
rembuk dalam menentukan program-program pengelolaan lingkungan yang 
akan dilaksanakan di wilayah mereka.

Paritisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan akan 
terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila memenuhi tiga faktor utama 
pendukungnya sebagai berikut (Budiharjo 1981).

1.  	 Faktor kemampuan peran serta bersumber pada faktor psikologis individu, 
menyangkut persepsi dan emosi yang melekat pada diri manusia.

	 Faktor yang menyangkut emosi dan perasaan ini sangat kompleks 
sifatnya, sulit diamati dan diketahui dengan pasti dan tidak mudah 
dikomunikasikan, tetapi selalu ada pada setiap individu dan merupakan 
motor penggerak perilaku manusia. Objek pengelolaan lingkungan yang 
berkaitan dengan keberadaan, manfaat, hasil, dan upaya yang menarik 
minat seseorang untuk berpartisipasi. Subjek akan berpartisipasi karena 
memiliki persepsi positif terhadap kegiatan tersebut, yaitu memperoleh 
hasil atau keuntungan bagi dirinya. Persepsi berkaitan dengan bagaimana 
seseorang melihat lingkungan sekitar, mendengar suara, merasakan, atau 
mencium sesuatu. Dengan kata lain, persepsi adalah apa yang dialami 
langsung oleh seseorang (Bell 1978). Persepsi berhubungan dengan 
ketergantungan seseorang pada berapa jauh impresi suatu objek membuat 
arti.

2.	 Faktor tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
bergantung pada banyak faktor yang saling berinteraksi, terutama faktor 
pendidikan, baik pendidikan  formal maupun informal, keterampilan, 
pengalaman, dan ketersediaan permodalan. Tingkat pendidikan akan 
tercermin pada tingkat pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan. 
Kemampuan permodalan akan tercermin pada tingkat pendapatan 
rumah tangga dan bantuan dana yang bisa diperoleh, sedangkan 
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pengalaman akan dicerminkan oleh lamanya   seseorang berkecimpung 
dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah berlangsung. 
Faktor kemampuan menunjukkan lapisan keberadaan masyarakat.

3.	 Faktor kesempatan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, terutama 
faktor ketersediaan sarana dan prasarana �sik yang   diperlukan untuk 
berlangsungnya proses pengelolaan lingkungan,  kelembagaan yang 
mengatur interaksi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan, 
birokrasi yang mengatur dan menyediakan kemudahan dan mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta faktor 
sosial budaya masyarakat.

Pengertian partisipasi yang diharapkan dalam pembangunan masyarakat 
adalah keterlibatan/keikutsertaan masyarakat secara aktif, baik moril maupun 
materiil dalam program pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan bersama yang di dalamnya menyangkut kepentingan 
individu. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan, 
sekaligus juga sebagai keluaran atau sasaran dan pelaksanaan pembangunan. 
Dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat 
bersifat vertikal dan dapat pula bersifat horizontal.

Amstein (1969) dalam Arimbi dan Santosa (1993) menyebutkan terdapat 
8 tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu (1) manipulasi, (2) terapi, (3) 
menyampaikan informasi, (4) konsultasi, (5) peredaman, (6) kemitraan, (7) 
pendelegasian kekuasaan, dan (8) pengawasan masyarakat. Tipe partisipasi 
manipulasi dan terapi dikategorikan sebagai nonpartisipasi. Tipe partisipasi 
menyampaikan informasi, konsultasi, dan peredaman dikategorikan sebagai 
tingkat partisipasi tokenisme. Artinya, suatu tingkat partisipasi di mana 
masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka 
akan dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. 
Jika partisipasi dibatasi pada tingkat ini, maka kecil kemungkinan ada 
upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tipe 
partisipasi kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat 
dikategorikan sebagai tingkat partisipasi otoritas masyarakat. Partisipasi 
masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan 
keputusan dengan menjalankan kemitraan yang memiliki kemampuan tawar-
menawar dengan pengambil keputusan. Bahkan, masyarakat (non-elite) 
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memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan dan sangat 
mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijaksanaan 
tertentu.

Jika melihat partisipasi berdasarkan tahapannya, maka partisipasi masyarakat 
dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan 
keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam manfaat, 
dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam pembuatan keputusan 
adalah partisipasi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat 
mengemukakan pendapat dan aspirasinya dalam menilai suatu rencana kegiatan. 
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang 
akan diambil. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi 
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan 
rencana yang telah disepakati bersama. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil 
pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hasil-hasil 
pembangunan yang telah dilaksanakan, baik pemerataan kesejahteraan dan 
fasilitas yang ada di masyarakat dan ikut menikmati atau menggunakan 
sarana hasil pembangunan. Partisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi 
pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya 
menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil 
pembangunan yang telah dicapai.

Tahapan partipasi masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat terlibat 
pada semua tahapan program, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
sampai pada pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, 
dapat dikatakan bahwa jika masyarakat sejak awal dilibatkan secara penuh 
dalam suatu kegiatan, maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki 
dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan.

Visi yang mendasari model strategi pemberdayaan masyarakat adalah segenap 
upaya pembangunan yang diselenggarakan harus diarahkan langsung pada 
akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Komponen-
komponen yang masih tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan 
kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan keseluruhan 
potensinya atau dengan kata lain memberdayakannya.

Canter (1977), Comick (1979) dan Oulet (1989), Wengert (1979) dalam 
Santoso (1993) merinci peran serta masyarakat sebagai berikut. 

1)	 Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan. Penganut paham 
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ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu 
kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini 
dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial 
dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan yang 
memiliki hak untuk dikonsultasi (right to be consulted).

2)	 Peran serta masyarakat sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan 
bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan 
dukungan masyarakat (public support).   Pendapat ini didasarkan pada 
suatu paham bahwa apabila masyarakat merasa memiliki akses terhadap 
proses pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap 
tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka 
keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

3)	 Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat 
didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa 
informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi 
oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah  dirancang untuk melayani  
masyarakat, sehingga pandangan dan  preferensi dan masyarakat tersebut 
adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang 
responsif.

4)	 Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam konteks 
ini, peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk 
mengurangi atau meredakan kon�ik melalui usaha Pencapaian konsensus 
dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi 
ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan 
pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan 
(mistrust) dan kerancuan. 

5)	 Peran serta masyarakat sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran serta 
masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah 
psikologis masyarakat. Seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of 
powerlessness), tidak percaya diri, dan perasaan bahwa diri mereka bukan 
sebagai komponen penting dalam masyarakat.

6)	 Pemberian wewenang kepada masyarakat. Di samping dikehendaki 
terjadinya perubahan sikap dan perilaku dan institusi pemerintah seperti 
telah dipaparkan di atas, secara teoretis kepada pihak masyarakat perlu 
terus diberdayakan kesadarannya serta didorong tanggung jawab dan 
kemandiriannya.
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Secara konseptual, langkah pemberdayaan masyarakat seperti ini bisa 
dilakukan melalui suatu strategi pemberian wewenang  demokrasi partisipatif, 
yang oleh Osborn (1996) disebutnya sebagai perwujudan model Great Society. 
Pertimbangan perwujudan model great society ini menjadi penting karena 
didasarkan pada beberapa alasan pertimbangan sebagai berikut.

1)	 Komunitas   masyarakat   memiliki   komitmen   lebih   besar   terhadap 
anggotanya daripada sistem birokrasi.

2)	 Komunitas masyarakat lebih memahami masalahnya sendiri daripada 
birokrasi pelayanan.

3)	 Birokrasi akan lebih memokuskan memberikan pelayanan, sedangkan  
masyarakat akan lebih pada memecahkan masalahnya.

4)	 Birokrasi sebaiknya menawarkan pelayanan, sedangkan masyarakat lebih 
menawarkan kepedulian.

5)	 Komunitas lebih �eksibel dan kreatif dalam menangani masalahnya 
sendiri daripada birokrasi pelayanan.

6)	 Biaya yang dibutuhkan oleh komunitas lebih murah daripada biaya yang 
dibutuhkan oleh pelayanan birokrasi.

7)	 Standar perilaku komunitas lebih efektif daripada pelayanan birokrasi.

8)	 Komunitas masyarakat dapat lebih memfokuskan pada kapasitas, sedangkan 
sistem pelayanan lebih pada kekurangan.

Secara kualitatif, tolok ukur keberhasilan kerja sama secara sinergis adalah 
terciptanya suatu kondisi segi harmonis, berupa kemakmuran bagi wilayah 
dan kesejahteraan bagi masyarakat serta keuntungan bagi pengusaha. Tingkat 
pelibatan masyarakat yang diharapkan dan dimungkinkan harus ditentukan. 
Sebagaimana pengamatan Amstein (1969) dalam Arimbi dan Santosa 
(1993), sebuah pendekatan partisipasi menunjukkan distribusi kekuasaan 
dari pengelola ke masyarakat. Dengan dasar ini, Amstein berpendapat bahwa 
berbagai tingkat pelibatan dapat diidenti�kasikan, mulai dari tanpa partisipasi 
sampai pelimpahan kekuasaan.

Pengelola tradisional biasanya enggan untuk melewati tingkat pelibatan 
masyarakat, dengan keyakinan bahwa masyarakat biasanya apatis dan 
membuang-buang waktu. Pengelola pada dasarnya mempunyai tanggung 
jawab untuk melalukan pendekatan partisipasi masyarakat berdasarkan kaidah-
kaidah ilmiah. Sementara lembaga-lembaga masyarakat mempunyai tugas 
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berdasarkan hukum yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebaliknya, 
masyarakat semakin meningkat kesadarannya dengan mengharapkan 
partisipasi yang lebih bermanfaat, dalam keyakinan mereka termasuk pula 
pelimpahan sebagian kekuasaan. Pelimpahan atau alokasi kembali kekuasaan 
itu menimbulkan isu tentang apakah kelompok yang diberikan kepercayaan 
dan kekuasaan dapat dipercaya.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove 
memerlukan suatu pendekatan yang �eksibel, sabar, dan membutuhkan waktu. 
Membangun pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya 
pengelolaan mangrove sangat memakan waktu dan dapat memperlambat 
pengukuran kemajuan pekerjaan dalam rehabilitasi mangrove. Namun hal 
tersebut sebanding dengan perolehan hasil dalam jangka panjang karena 
dapat membangun rasa kepemilikan dan komitmen masyarakat yang kuat 
yang merupakan jaminan kelangsungan rehabilitasi mangrove.

Khazali (2001) pada penelitian di Indramayu menyimpulkan bahwa partisipasi 
yang optimal dari seluruh stakeholder sangat penting dalam pengelolaan hutan 
mangrove. PKSPL IPB dan Ditjen Bangda Depdagri (1998) pada studi di 
Jawa Timur menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya pesisir 
dan laut diperlukan pendekatan pengelolaan yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya yang dikenal dengan 
istilah co-operative management. 

Tulungen (2001) menyatakan bahwa melalui pendekatan pengelolaan 
sumber daya, wilayah pesisir berbasis masyarakat dalam kegiatan penanaman 
kembali hutan mangrove di Minahasa berjalan dengan baik. Hal ini karena 
partisipasi masyarakat yang diintegrasikan sejak awal proses perencanaan 
dengan keterlibatan secara aktif dari lembaga pemerintah. Hasan (2004) pada 
penelitian di Indramayu dan Subang menyimpulkan bahwa keberhasilan 
rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih baik dibanding 
tanpa pelibatan masyarakat.

3.3  Metode Partisipatif 
Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami 
masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan 
pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak 
memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul 
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kesadaran di kalangan pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat 
dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan.

Setidaknya ada dua aspek yang menyebabkan metode survei kurang dapat 
dipakai. Pertama, masyarakat cenderung dijadikan objek saja dan kurang 
terlibat dalam merumuskan masalah dan penyusunan kebijakan (Fernandes 
dan Tandon 1993). Masalah riset kebanyakan dirumuskan oleh peneliti 
profesional. Akibatnya, perumusan masalah sering tidak sesuai dengan masalah 
yang dihadapi masyarakat, sehingga tidak mustahil kebijakan yang disusun 
kemudian kurang dapat memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi 
masyarakat pedesaan. Kedua, dalam penerapan kebijakan, masyarakat hanya 
sebagai orang yang menerima, bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga 
acap kali kebijakan kurang dipahami dan kurang diterima oleh masyarakat. 
Peneliti profesional didukung oleh lembaga-lembaga penelitian, baik 
internasional maupun nasional berusaha mengontrol penerapan kebijakan 
agar sesuai dengan tujuan yang telah digariskan (Fernandes dan Tandon 
1993).

Masyarakat pedesaan pada umumnya tidak mengetahui apa tujuan dan apa 
yang ingin dicapai dari program yang dilaksankan. Masyarakat sering kali 
kurang respons, masa bodoh, atau menolak secara tidak langsung kebijakan 
itu, sehingga masyarakat pedesaan tidak mengalami perubahan yang berarti 
setelah ada penelitian dan penerapan kebijkan. Belajar dari pengalaman 
itu, beberapa peneliti menyadari bahwa memahami masalah pembangunan 
masyarakat pedesaaan tidak cukup bila hanya terpaku pada kerangka berpikir 
metode penelitian survei.

Menyadari kelemahan itu, beberapa peneliti berusaha mencari dan mencoba 
menerapkan metode yang diharapkan dapat membantu memahami masalah 
masyarakat pedesaan. Ada beberapa upaya yang mereka lakukan. Pertama, 
berusaha menutupi kelemahan itu dengan merumuskan permasalahan atas 
dasar masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dan 
peneliti bersama-sama memilih masalah yang perlu dipecahkan. Kedua, 
pendekatan dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan peneliti. 
Ketiga, timbul kesadaran bahwa hasil penelitian tidak hanya bermanfaat 
bagi si peneliti, tetapi juga masyarakat. Perubahan situasi, meningkatnya 
pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengubah 
serta kemauan memecahkan masalah mereka atau mengubah situasi kehidupan 
mereka merupakan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dikenal dengan 
istilah PRA (Partisipatory Rural Appraisal) yang lebih menekankan pada upaya 
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menggugah dan memberdayakan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan 
agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan kekuatan 
mereka sendiri dan peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator.

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat 
dalam menyusun proses perencanaan dan pengelolaan hutan mangrove 
secara lestari. Dengan pola pendekatan pengelolaan berbasiskan masyarakat, 
diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dan aspirasi masyarakat 
(bottom up). Pola pendekatan ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu (1) 
program perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa (P3MD) 
dan (2) pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). PRA secara har�ah 
diartikan sebagai cara untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat. PRA secara luas diartikan sebagai pendekatan 
dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang 
berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan 
dan evaluasi program pembangunan masyarakat. Sehingga dengan PRA 
dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat setempat melaksanakan 
analisis tentang mereka sendiri dan sering juga untuk merencanakan dan 
mengambil tindakan.

Sebagai suatu istilah Memahami Desa secara Partisipatif (Participatory 
Rural Appraisal = PRA), mencerminkan adanya perkembangan kelompok 
pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, 
menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya 
dalam rangka membuat perencanaan dan tindakan. PRA mengalir dari dan 
memberikan banyak sumbangan kepada peneliti partisipatif radikal, analisis 
agroekosistem, antropologi terapan, penelitian lapangan tentang sistem usaha 
tani, dan memahami desa secara cepat (Rapid Rural Appraisal = RRA).

PRA sangat penting dan merupakan suatu alat, metode yang dapat digunakan 
dalam penggalian data dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat pedesaan dengan pola pendekatan yang partisipatif. Telah banyak 
kasus terbukti bahwa proses perencanaan yang tidak partisipatif, khususnya 
ketika berhubungan dengan masyarakat pedesaan yang biasanya bersentuhan 
langsung dalam hal akses sumber daya alam yang berakhir dengan kon�ik 
berkepanjangan. Kasus-kasus yang terjadi bisa dari sektor pertambangan, 
kehutanan, dan sekarang melebar hingga sektor perkebunan, khususnya 
perkebunan besar kelapa sawit versus masyarakat di mana masyarakat selalu 
menjadi korban.
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Sebagai metode yang relatif baru (mulai awal 1980-an), PRA menjadi cepat 
populer dan dibicarakan berbagai pihak serta diterapkan oleh pelbagai 
lembaga dan kelompok masyarakat. Bahkan kecenderungan belakangan 
ini, PRA bukan hanya diterapkan pada negara-negara sedang berkembang, 
melainkan juga di negara-negara Utara (Chambers 1999). Metode ini tidak 
saja digunakan oleh kalangan ornop dan masyarakat, tetapi juga oleh pihak 
pemerintah. Penerapannya pun semakin meluas, dari daerah pedesaan bergeser 
ke daerah urban. Menurut Mikkelsen (1999) dalam Adimihardja (2001), PRA 
tidak harus diterapkan di pedesaan. Selain itu juga tidak perlu harus berupa 
penilaian, sekalipun huruf A menunjuk pada kata assessment (appraisal) yang 
artinya penilaian atau kegiatan serta tidak harus selalu berlangsung cepat 
(rapid).

Tim PRA/RRA adalah sebuah tim peneliti yang dibentuk untuk memfasilitasi 
proses pengkajian keadaan wilayah (penerapan PRA/RRA) di suatu lokasi yang 
akan atau sudah dilakukan program pendampingan. Dalam melaksanakan 
tugas sebagai fasilitator PRA/RRA di lapangan, tim ini perlu mengembangkan 
sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip PRA/ RRA sebagai 
berikut.

1.	 Bersikap sabar: jika kurang sabar melihat proses yang kurang lancar 
lalu mengambil alih proses itu, berarti kita mengambil alih kesempatan 
belajar masyarakat. Biasanya pada proses yang partisipatif, proses akan 
sulit pada tahap-tahap awal karena susana belum cukup cair. Namun 
proses selanjutnya akan sangat hidup apabila fasilitator terus bersabar 
dalam mendorong proses partisipasi masyarakat.

2.	 Mendengarkan dan tidak mendominasi: karena pengalaman dari 
masyarakat yang paling penting dalam pembelajaran, fasilitator perlu 
lebih banyak mendorong mereka untuk mengungkapkan pengalaman 
dan pendapatnya. Fasilitator jangan terlalu banyak berbicara. Saling 
belajar dan saling menghargai: cara menghargai masyarakat adalah 
dengan menunjukkan minat yang sungguh-sunggu pada pengetahuan 
dan pengalaman mereka. Seorang fasilitator yang baik tidak menganggap 
pengetahuan dan pengalamannya lebih unggul dari masyarakat, melainkan 
menganggap masyarakat juga memiliki pengetahuan dan pengalaman 
yang berharga. Fasilitator perlu memiliki semangat untuk belajar dari 
masyarakat karena selalu terdapat banyak hal yang bisa dipelajari dari 
orang lain.
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3.	 Bersikap sederajat dan akrab: hubungan dengan masyarakat sebaiknya 
dilakukan secara tidak resmi, akrab, dan santai, sehingga suasana 
kesederajadan dapat tercipta. Masyarakat akan mempelajari lebih banyak 
kalau mereka merasa nyaman dengan tim fasilitator. Sebaiknya kita 
menghindari adanya jarak atau perbedaan antara tim fasilitator dan 
peserta.

4.	 Tidak menggurui: proses belajar berlangsung dengan metode pendidikan 
orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian. Oleh 
karena itu, fasilitator tidak akan berhasil apabila sikap guru yang serba 
tahu. Sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman agar 
diperoleh pemahaman yang kaya.

5.	 Tidak memihak dan mengkiritik secara frontal: perbedaan pendapat 
selalu bisa muncul sesama anggota masyarakat. Fasilitator tidak boleh 
menilai dan mengkritik semua pendapat secara frontal, juga tidak boleh 
bersikap memihak. Secara netral, fasilitator harus berusaha memfasilitasi 
komunikasi antara masyarakat yang berbeda pendapat untuk mencari 
kesepakatan dan jalan keluarnya.

6.	 Bersikap terbuka dan rendah hati: fasilitator jangan segan untuk berterus 
terang kalau merasa kurang mengetahui sesuatu. Dari contoh ini, 
masyarakat juga bisa memiliki sikap terbuka kepada kita. Biasakan agar 
masyarakat mengakui bahwa setiap orang punya pengalaman, pengetahun 
dan kemampuan, serta tidak mungkin tahu segalanya.

7.	 Bersikap positif: seorang fasilitator sebaiknya selalu membangun suasana 
yang positif. Pelatihan seperlunya dilakukan untuk mendorong masyarakat 
mencari potensi diri sendiri. Jangan memperdebatkan permasalan untuk 
mencari kesalahan seseorang, tetapi carilah jalan keluarnya. Doronglah 
masyarakat untuk melihat masalah sebagai tantangan.

Beberapa keunggulan PRA antara lain:

1.	 Metode ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode 
pengukuran lain. Misalnya, metode ini dihitung secara terpisah untuk 
tiap spesies dan tidak ada restriksi cara dalam kategorisasi habitat. Selain 
itu metode ini tetap mempertahankan nilai indikator yang tinggi dan 
signi�kan jika diuji pada lokasi dan waktu yang berbeda. Hal ini penting 
karena kelimpahan suatu spesies (berarti juga �delitasnya) dalam suatu 
kelompok dapat bervariasi sepanjang waktu, baik karena perubahan 
musim dan cuaca maupun karena adanya perubahan lingkungan yang 
disebabkan oleh aktivitas manusia.
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2.	 Dalam hal sosialisasi kebijakan yang dihasilkan akan sangat mudah 
dilaksanakan karena mudah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Kecuali hal itu, kebijakan tersebut juga sangat berpengaruh 
pada perkembangan kehidupan masyarakat karena masyarakat adalah 
objek dan sample dari semua kegiatan yang berlangsung.

3.	 Keunggulan yang lain untuk metode ini adalah dapat dengan mudah 
digunakan untuk berbagai kalangan, sehingga pelaksanaan metode ini 
seperti tidak ada kendala atau kemungkinan kecil kendalanya. Karena 
dari kelengkapan data, analisis sampai penentuan kebijakan hampir tidak 
ada kendala yang berarti.

4.	 Dengan digunakan metode ini diharapkan lebih sesuai dengan harapan 
masyarakat untuk mencapai setiap solusi dari setiap permasalahan yang 
ada. Hal ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat 
untuk menerimanya.

Secara ringkas metode ini memiliki keunggulan: 1) masalah yang dirumuskan 
menjadi lebih tepat, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat; 
2) perumusan kebijakan yang lebih sesuai harapan masyarakat sebagai 
solusi atas masalah yang dihadapinya; 3) kebijakan yang dihasilkan lebih 
cepat tersosialisasi; 4) dapat digunakan pada berbagai kalangan; 5) dapat 
menimbulkan hubungan yang baik antara pelaksana kegiatan, baik peneliti, 
penyuluh, maupun masyarakat; dan 6) masyarakat aktif melaksanakan 
program karena rasa memiliki yang tinggi akibat dilibatkannya masyarakat 
dalam perencanaan kegiatan.

Meskipun PRA ditanggapi sebagai metode alternatif yang bagus, tetapi 
bukan berarti tanpa kelemahan. Beberapa catatan yang terkumpul mengenai 
kelemahan PRA adalah  dapat didiskreditkan karena penyalahgunaan, adopsi 
yang terlalu cepat, dan masuknya label tanpa substansi. Kata rapid juga sering 
kali diidentikkan dengan ketergesa-gesaan. Hal lain karena adanya kesan 
formalisme, yaitu dorongan yang kuat untuk membakukan dan menyusun 
buku petunjuk dan manual atas nama kualitas. Para pelaksana pun terkadang 
terjebak pada kebiasaan dan rutinitas. Akhirnya, para pendahulu (pionir) 
dan para �penemu� dapat saja merasakan kebanggaan yang berlebihan. Hal 
ini menimbulkan harapan yang berlebihan pada diri masyarakat padahal 
campur tangan pihak luar mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak 
masyarakat, seperti keinginan untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat 
dihitung secara statistik; keinginan untuk memiliki cara yang telah ditetapkan; 
tingkat kepercayaan atas hasil PRA/RRA mungkin masih dianggap kurang 
meyakinkan.
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Di samping itu, ada hal lain yang menjadi kelemahan dalam metode partisipatif 
sebagai berikut.

1.	 Masyarakat diminta berpartisipasi untuk suatu kegiatan yang merupakan 
agenda pemerintah, bukan merupakan kebutuhan masyarakat

2.	 Partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai �kewajiban� masyarakat 
untuk menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya untuk 
menyukseskan agenda kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah.

3.	 Partisipasi lebih dianggap sebagai kegiatan mobilisasi masyarakat dalam 
pembangunan.

4.	 Pemerintah merasa masyarakat yang tidak ikut (sebenarnya tidak 
diikutkan) dalam pengelolaan sumber daya alam tidak punya hak untuk 
terlibat dalam kegiatan yang menggunakan dana hasil pengelolaan 
tersebut.

5.	 Pemerintah menganggap merekalah yang memiliki hak eksklusif terhadap 
karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia.

6.	 Di sisi lain, masyarakat yang agraris dengan kebutuhan relatif minim 
mampu menyelesaikan permasalahan dan kebutuhannya yang relatif 
secara individu maupun komunal, tidak perlu dukungan pemerintah.

7.	 Masyarakat cenderung menganggap pengaturan pemerintah bukan 
urusannya dan memang belum menjadi kebutuhannya.

8.	 Menimbulkan harapan yang berlebihan pada diri masyarakat, padahal 
campur tangan pihak luar mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan 
mendesak masyarakat.

9.	 Terbatasnya data kuantitatif yang dapat dihitung secara statistik.

10.	 Memerlukan keahlian yang cukup bagi fasilisator dalam hal ini penyuluh 
untuk menghasilkan data yang baik.

11.	 Tingkat kepercayaan atas hasil PRA/RRA mungkin masih dianggap 
kurang meyakinkan.

Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan 
yang bertumpu pada masyarakat (people centered development). Strategi ini 
menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian 
dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal 
atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi 
modal atau kepemilikan.
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Dilihat dari e�siensi waktu dan biaya, terlihat bahwa teknik kuesioner lebih 
baik daripada teknik wawancara. Namun harus diingat bahwa kuesioner ini 
kurang diterima oleh masyarakat awam. Ada semacam kecenderungan dari 
masyarakat awam untuk tidak percaya atau menyembunyikan informasi 
apabila ada petugas pengumpul informasi yang membawa berkas-berkas 
kuesioner. 

Untuk menyiasati kelemahan teknik kuesioner, ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebagai berikut.

a.	 Pada saat kuesioner diisi, sebaiknya petugas ada di samping responden 
untuk mengantisipasi jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau bias.

b.	 Kembangkan hubungan baik dengan responden.

c.	 Buatlah mereka mengerti betapa pentingnya informasi yang diberikan.

d.	 Libatkan responden dalam proses pengumpulan informasi.

e.	 Yakinkan responden untuk selalu di bawah kontrol dalam proses 
pengumpulan informasi.

Teknik wawancara sebaiknya berlangsung dalam suasana informal. 
Wawancara bisa diawali dengan dialog yang menarik dengan responden, yaitu 
mengupayakan adanya common ground (kesamaan topik pembicaraan di awal 
dialog) agar lebih mudah untuk masuk pada wawancara inti. Dengan taktik 
ini, responden bisa jadi tidak merasa telah diwawancarai.

Instrumen wawancara bisa berupa daftar pertanyaan rinci atau hanya berupa 
garis besar pertanyaan. Dengan daftar pertanyaan rinci, maka tidak akan ada 
pertanyaan penting yang terlewatkan. Namun teknik ini tidak memberikan 
ruang kebebasan antara pewawancara dengan responden, sehingga terkesan 
kaku dan formal. Teknik tersebut cocok untuk mereka yang belum 
berpengalaman dalam wawancara. 

Untuk mereka yang sudah berpengalaman dalam wawancara, biasanya 
memilih panduan pertanyaan yang memuat garis besar saja. Teknik ini lebih 
mendukung hubungan harmonis dan informal antara pewawancara dan 
responden, sehingga informasi yang diberikan bisa lebih terbuka dan jujur. 
Dengan teknik ini pula, akan banyak informasi tak terduga yang mengalir 
dan muncul dari responden.
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Berdasarkan berbagai teknik yang ada, dengan berbagai keuntungan dan 
kerugiannya, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada teknik 
yang paling baik. Cara yang paling baik adalah menggunakan berbagai teknik 
dengan cara mengombinasikannya. Validitas informasi akan lebih baik apabila 
diperoleh dari berbagai sumber dan teknik.





4.1 Pengertian Stakeholder
Freeman (1984) mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu 
yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan 
tertentu. Stakeholder sering diidenti�kasi dengan suatu dasar tertentu, yaitu 
dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu atau dari 
segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka (Ramirez 1999). 

Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan 
penggunaan sumber daya seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, 
tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya 
tersebut. Stakeholder berbeda dengan pelaku (actor). Stakeholders adalah 
bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Mereka menjadi 
pengguna di masa depan dari suatu hasil kajian. Sementara pelaku adalah 
semua masyarakat dalam suatu wilayah yang memainkan suatu peran dalam 
suatu sektor tertentu. Mereka bukan kelompok sasaran (target group) bagi 
hasil suatu kajian. 

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengenalan stakeholder 
tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa stakeholder suatu isu, tetapi juga sifat 
hubungan stakeholder dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh stakeholder 
itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stakeholder.

Stakeholder sangat bervariasi derajat pengaruh dan kepentingannya dan dapat 
dikategorikan sesuai dengan banyak atau sedikitnya pengaruh dan kepentingan 
relatifnya terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Brown et al. 
(2001) mengkategorikan stakeholder sebagai berikut.

1.	 Stakeholder primer, yakni mereka yang mempunyai pengaruh rendah 
terhadap hasil kebijakan, tetapi kesejahteraannya penting bagi pengambil 
kebijakan. 

4ANALISIS STAKEHOLDER 
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2.	 Stakeholder sekunder, yakni mereka yang dapat memengaruhi keputusan 
yang dibuat karena mereka adalah sebagaian besar dari pengambil 
kebijakan dan terlibat dalam implementasi kebijakan. Secara relatif 
mereka tidak penting, demikian pula dengan tingkat kesejahteraannya 
bukan suatu prioritas.

3.	 Stakeholder eksternal, yakni individu atau kelompok yang dapat 
memengaruhi hasil dari suatu proses melalui lobby kepada pengambil 
keputusan, tetapi interes mereka tidak begitu penting.  

Gambar 7 Kategori stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan
Sumber: Brown et al. (2001)

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap 
suatu isu, stakeholder dapat diketegorikan ke dalam beberapa kelompok. ODA 
(1995) mengelompokkan stakeholder yaitu stakeholder primer, sekunder,  dan 
stakeholder kunci.

1.	 Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan 
kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan 
proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses 
pengambilan keputusan, misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan 
manajer publik.

2.	 Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak 
memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, 
program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan 
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keprihatinan, sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap 
sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Misalnya, lembaga 
pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab 
langsung; lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak 
memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan; 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat; perguruan tinggi;  dan 
pengusaha (badan usaha) yang  terkait. 

3.	 Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan 
secara legal dalam hal pengambilan keputusan.  Stakeholder kunci yang 
dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level, legislatif, dan instansi. 

Perangkat yang bermanfaat untuk menganalisis dan membahas stakeholder 
adalah apa yang disebut dengan �kuadran stakeholder�, di mana para stakeholder 
dikategorikan berdasarkan kepentingannya (rendah vs tinggi) dan berdasarkan 
kekuatan yang berkaitan dengan isu yang ada dihadapi (rendah vs tinggi). 
Matriks yang dihasilkan mengidenti�kasikan empat jenis stakeholder. 

Para pelaku (yang memiliki sedikit kepentingan tetapi kekuatan tinggi, sehingga 
sering kali dilihat sebagai �peluru tak terkendali� karena mereka dapat�tanpa 
sengaja�menyebabkan kerusakan yang nyata); para penonton (yang memiliki 
kepentingan rendah dan kekuatan yang rendah, memiliki sedikit pengaruh 
tetapi juga tidak terlalu terlibat); para pemain (yang memiliki kepentingan 
tinggi dan kekuatan yang besar, mereka adalah �penggerak dan penggoyang� 
sehingga sesuatu terjadi); dan subjek (yang memiliki kepentingan tinggi tetapi 
kekuatan yang rendah, sehingga bergantung pada pengaruh dan dukungan 
dari para pemain utama). Stakeholder grid modi�kasi dari Terrence Morrisson 
(2001), Actionable learning � A Handbook for Capacity Building through Case 
Based Learning. ADB Institute disajikan pada Gambar 8.

Kelompok-kelompok stakeholder biasa juga digolongkan menurut aspek 
sosial ekonomi, seperti tingkatan pendapatan, kelompok pekerja, dan status 
ketenaga-kerjaan atau menurut tingkat keterlibatan formal di dalam proses 
pengambilan keputusan, tingkat kohesi kelompok, struktur formal atau 
informal.

Untuk memudahkan identi�kasi stakeholder, setiap stakeholder dikategorikan 
ke dalam lima kategori, yakni pemerintah (pengambil kebijakan dan lembaga 
legislatif), swasta (pengusaha dan lembaga donor), tokoh masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat dan organisasi sosial lainnya, serta pakar dan profesional. 
Selanjutnya kategori ini dibagi ke dalam empat tingkatan stakeholder (level of 
continuum), yakni nasional, regional, local o�-site, dan local in-site. 
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Gambar 8 Stakeholder grid 

Berdasarkan tabel stakeholder tersebut, dilakukan analisis kepentingan 
(importance) dan pengaruh (in�uence) masing-masing stakeholder dalam 
kaitan dengan kebijakan pembangunan. Kepentingan dalam hal ini merujuk 
pada peran seorang stakeholder di dalam pencapaian output dan tujuan serta 
menjadi fokus pertimbangan terhadap keputusan yang akan dibuat. Sementara 
pengaruh merujuk pada kekuatan yang dimiliki seorang stakeholder untuk 
mengontrol proses dan hasil dari suatu kebijakan (IIED 2001; Mardle 2003). 
Indikator dalam menilai pengaruh stakeholder disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Indikator pengaruh stakeholder 

Organisasi Formal Kelompok Informal
Hierarki resmi (perintah dan 
pengawasan, pemegang anggaran)

Status sosial, ekonomi, dan politik

Otoritas kepemimpinan (formal 
dan informal, kharisma, politis, 
kekeluargaan)

Tingkat organisasi, konsensus, dan 
kepemimpinan dalam kelompok

Kendali terhadap sumber daya strategis 
dalam pembangunan wilayah

Tingkat pengendalian terhadap sumber 
daya strategis

Penguasaan terhadap pengetahuan/
keterampilan khusus

Pengaruh informal melalui hubungan 
dengan stakeholder lain

Posisi negosiasi (kekuatan memengaruhi 
stakeholder lainnya)

Tingkat ketergantungan terhadap 
stakeholder lain
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Indikator yang dapat digunakan dalam menilai tingkat kepentingan antara 
lain (1) sumber daya alam, (2) sumber daya manusia, (3) ekonomi/�nansial, 
(4) informasi dan teknologi, dan (5) kelembagaan. Indikator ini disesuaikan 
dengan topik yang menjadi fokus kajian.

4.2 Perlunya Analisis Stakeholder
Identi�kasi stakeholder sangat rumit dengan melihat kenyataan bahwa para 
stakeholder cenderung berada pada lebih dari satu kategori. Menemukan posisi 
yang tepat bagi stakeholder dan interesnya merupakan hal yang penting untuk 
proses analisis trade-o�. Dengan demikian, digunakan pendekatan partisipatif 
dalam menentukan stakeholder yang disebut sebagai analisis stakeholder.

Analisis stakeholder (multi-stakeholder) dide�nisikan sebagai suatu pendekatan 
dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui 
identi�kasi stakeholder kunci dari sistem tersebut dan melakukan asesmen 
terhadap interes mereka terhadap sistem (Grimble dan Chan 1995). Dalam hal 
kon�ik sumber daya alam, analisis stakeholder menyediakan framework untuk 
mengetahui siapa yang terkait, di mana kepentingannya, dan bagaimana kaitan 
mereka dengan stakeholder lainnya dalam penentuan keputusan. Analisis ini 
memberikan cara pemahaman yang baik tentang siapa yang memengaruhi 
dan siapa yang berhak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam (Buckles 
1999). 

Analisis stakeholder adalah suatu sistem pengumpulan informasi mengenai 
kelompok atau individu yang terkait, mengategorikan informasi, menjelaskan 
kemungkinan kon�ik antarkelompok, dan kondisi yang memungkinkan 
terjadinya trade-o� (Brown et al. 2001). Proses penentuan stakeholder 
dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) mengidenti�kasi sendiri berdasarkan 
pengalaman dalam pembangunan wilayah (berkaitan dengan perencanaan 
kebijakan pemerintah) dan (2) mengidenti�kasi berdasarkan hasil identi�kasi 
dan veri�kasi stakeholder lain (teknik snowball). Berdiskusi dengan stakeholder 
yang teridenti�kasi pertama kali dapat mengungkapkan pandangan mereka 
tentang keberadaan stakeholder penting lain yang berkaitan dengannya. 
Metode ini juga dapat membantu pengertian yang lebih mendalam terhadap 
kepentingan dan keterkaitan stakeholder.

Mengapa diperlukan analisis stakeholder? Analisis stakeholder menjadi 
alat penting dalam mengidenti�kasi para pelaku pembangunan. Pelaku 
pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena 
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dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan 
kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasayarat utama 
bagi proses perencanaan partisipatif.

Analisis stakeholder digunakan untuk menentukan posisi stakeholder 
berdasarkan kepentingan (importance) dan pengaruh (in�uence) dalam 
kerangka sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa sisi, analisis stakeholder 
mulai menjadi populer sebagai dasar analisis kebijakan, terutama yang 
bersifat partisipatif. Analisis ini dapat menjelaskan interes dari setiap pelaku, 
baik yang nyata maupun tidak nyata vis-à-vis kebijakan. Hal tersebut sesuai 
dengan derajat dan pengaruh mereka atau kemampuan organisasinya untuk 
mencapai tujuan bersama. 

Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidenti�kasi para pelaku 
pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang 
terlibat ataupun tekena dampak dari suatu perencana. Pemahaman yang 
jelas atas peran dan kontribusi potensi dari berbagai stakeholder merupakan 
prasyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif.

Analisis stakeholder dapat memberikan informasi yang penting pada saat 
program dan kegiatan yang nyata sedang direncanakan. Stakeholder adalah 
orang, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam suatu 
kegiatan (proyek atau program). Analisis stakeholder adalah pengidenti�kasian 
para stakeholder utama dari suatu kegiatan, pengkajian atas kepentingan 
mereka, dan bagaimana kepentingan tersebut memengaruhi risiko dan 
keberlangsungan dari kegiatan yang direncanakan. De�nisi stakeholder ini 
termasuk pemenang dan pecundang, mereka yang terlibat atau dikeluarkan 
dari proses pengambilan keputusan. Analisis stakeholder membantu para 
pengambil keputusan untuk mengkaji lingkungan untuk kegiatan yang 
direncanakan. Hal tersebut dapat memperluas kepentingan stakeholder 
terhadap masalah yang direncanakan untuk dipecahkan; mengidenti�kasi 
benturan kepentingan di atara para stakeholder; membantu mengidenti�kasi 
hubungan di antara stakeholder yang dapat dibangun; serta memungkinkan 
koalisi dalam pendukungan, pemilikan, dan kerja sama proyek. 

Tujuan analisis stakeholder adalah:

1.	 Untuk mengindenti�kasi berbagai stakeholder yang relevan dengan 
perencanaan pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin 
keberhasilan dalam pengambilan keputusan atas perencanaan secara 
partisipatif, juga menjamin keadilan dan kesamaan hak atas proses 
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pembangunan. Banyak kasus menunjukkan bahwa apabila mereka tidak 
terlibat dalam pengambilan keputusan, menyusun prioritas, dan langkah 
kegiatan, maka yang dihasilkan berupa strategi dan langkah kegiatan yang 
kurang tepat. Akibatnya, masyarakat juga kurang menerima manfaat dari 
pembangunan atau justru terkena dampak negatifnya. Prinsip keterlibatan 
ini juga bermakna mencakup pihak-pihak yang biasanya diabaikan, 
seperti kelompok marginal dan tersisih; orang miskin, perempuan, orang 
tua, orang muda, cacat.

2.	 Memetakan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan. 
Pemetaan stakeholder merupakan kebutuhan untuk dapat melibatkan 
stakeholder secara aktif sesuai dengan paradigma sekarang. Analisis 
stakeholder merupakan perangkat awal yang dapat membantu stakeholder 
daerah untuk melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan daerah.

3.	 Untuk memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder. Dengan 
luasnya peran dan kontribusi setiap stakeholder, maka keberhasilan 
aktivitas perencanaan menjadi lebih baik dan mendapat dukungan 
banyak pihak. Analisis stakeholder ini akan mampu memberikan peta 
peran dan masukan dari stakeholder potensial. Selanjutnya akan dikenali 
letak masalah yang menghambat potensi atau kontribusi mereka.

Untuk memperoleh gambaran lengkap dan jelas, analisis stakeholder ini 
harus menguji dan mengidenti�kasi berbagai dimensi yang berbeda-beda. 
Misalnya, analisis ini harus mampu memisahkan antara kelompok yang 
relevan dan kelompok yang berkepentingan dalam sektor umum, swasta, dan 
organisasi. Dengan pemisahan itu akan terlihat jelas potensi mereka, sehingga 
tingkat keterwakilan bisa lebih proporsional, misalnya terkait dengan masalah 
gender, etnis, kemiskinan, dan sebagainya. Namun perlu segera disadari 
bahwa analisis stakeholder ini hanya menyediakan alat untuk mengidenti�kasi 
potensi stakeholder dan tidak menjamin bahwa mereka akan terlibat secara 
aktif di dalamnya.

Beberapa manfaat yang bisa dipetik dari analisis stakeholder adalah:
1.	 memberikan gambaran jelas tentang stakeholders yang ada pengalaman 

dengan proses perencanaan partisipatif;
2.	 memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan 

dinamika masyarakat;
3.	 memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, 

dan teknis pelaksanaan perencananaan pembangunan; dan
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4.	 menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring 
perencanaan partisipatif.

4.3 Teknik Analisis Stakeholder
Analisis stakeholder harus selalu dilakukan dalam tahap perencanaan dari 
suatu proyek kegiatan. Sumber informasi untuk keperluan analisis stakeholder 
bisa berupa orang, baik individu maupun kelompok serta dokumen tertulis. 
Biasanya kita bisa memulainya dengan sumber tertulis, seperti laporan atas 
hasil perencanaan atau proyek/program sebelumnya. Berdasarkan sumber 
tersebut, arah dan sasaran sumber berikutnya bisa lebih jelas dan spesi�k. 
Sumber informasi bisa diperoleh dari:
a)	 dokumen pemerintah/LSM; 
b)	 laporan atas hasil penelitian yang relevan;
c)	 anggota masyarakat;
d)	 tokoh masyarakat;
e)	 pelaku usaha;
f)	 aparat pemerintah atau pemimpin formal;
g)	 aktivis LSM; dan
h)	 tokoh politik.

Dalam melakukan analisis stakeholder, terdapat prinsip yang perlu diperhatikan, 
yakni (a) keterlibatan semua pihak. Mencakup semua pihak dalam strata yang 
luas, mulai dari kelompok marginal sampai pada kelompok elite. (b) Relevan. 
Keterlibatan tidak berarti mencakup semuanya, tetapi hanya pada perwakilan 
stakeholder yang relevan�mereka yang memiliki peran penting dalam proses. 
(c) Kepekaan gender. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki akses 
yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Analisis stakeholder dijalankan dengan tahapan sebagai berikut.

1.	 Identi�kasi stakeholder

	 Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan identi�kasi awal melalui data 
masyarakat, Ormas, Asosiasi Profesi yang ada di daerah studi. Sering 
kali data yang ada di daerah tidak sesuai dengan kondisi nyata, terutama 
stakeholder di luar pemerintah. Oleh karena itu perlu cek ulang terhadap 
data tersebut.
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	 Para pelaku yang dianggap memiliki komitmen tinggi diberi catatan 
khusus untuk menjadi sumber informasi atau respoden pada penggalian 
lebih lanjut. Di samping itu, dibutuhkan pula identi�kasi terhadap 
stakeholder kunci yang ada di pemerintah daerah dan DPRD.

2.	 Merumuskan isu yang hendak dibahas

	 Pengertian stakeholder harus dimengerti dan selalu dikaitkan dengan isu 
khusus, di mana biasanya oang akan terkelompok dalam isu-isu khusus. 
Dengan demikian, proses identi�kasi stakeholder harus pula dikaitkan 
dengan isu khusus yang sesuai dengan kondisi daerah.

	 Untuk memudahkan pengaturan dan penanganan selanjutnya, isu-isu 
tersebut bisa dikelompokkan.

3.	 Membuat �Daftar Panjang� 

	 Membuat daftar stakeholder dilakukan dengan mengidenti�kasi stakeholder 
yang terkait. Identi�kasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 
Teknik tersebut meliputi kuesioner, wawancara, diskusi, observasi, dan 
studi dokumen. Stakehoder yang telah diidenti�kasikan dan dicek ulang, 
dimasukkan ke dalam daftar panjang, mereka para stakeholder daerah 
yang dianggap memiliki peran. Selanjutnya berdasarkan rumusan isu apa 
yang telah ditentukan, maka disusunlah daftar partisipan yang dianggap 
sebagai stakeholder. Siapa yang menjadi stakeholder bisa dibedakan 
berdasarkan:
a)	 yang terkena dampak;
b)	 yang sangat terkena dampak;
c)	 yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian; serta
d)	 yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu.

4.	 Pemetaan stakeholder

	 Daftar panjang yang dihasilkan bisa dikelompokkan dalam berbagai 
kategori sesuai dengan tingkat kepentingan, kapasitas, relevansi atas 
pokok masalah. Dengan pemetaan stakeholder, maka akan didapat pro�l 
stakeholder yang diperlukan. Pro�l stakeholder yang diharapkan berupa:
a)	 pro�l para pelaku utama (nama orang/lembaga, alamat lengkap, 

lingkup kegiatan, profesi);
b)	 minat para pelaku utama terhadap proses partisipatif;
c)	 pengalaman dalam mengupayakan partisipatif; dan

d)	 gambaran kondisi aktual mengenai proses.
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1.	 Veri�kasi analisis 

	 Sebagaimana dikenal dalam metodologi penelitian, mungkin diperlukan 
triangulasi sumber informasi. Misalnya dengan memanfaatkan sumber 
informasi lain atau data yang lain untuk memastikan tidak ada stakeholder 
kunci dan relevan yang terlewatkan.

2.	 Menyusun strategi untuk mendorong serta memelihara partisipasi 
stakeholder

	 Strategi ini harus dicocokkan dengan setiap kelompok yang berbeda 
terhadap stakeholder yang telah dianalisis. Output dari strategi ini 
adalah munculnya langkah strategi untuk meningkatkan kapasitas 
kepentingan dan pengaruh stakeholder. Misalnya dengan mengacu pada 
hasil pemetaan diatas, di mana stakeholder dengan kepentingan tinggi 
tetapi dengan pengaruh rendah, maka strategi yang tepat adalah dengan 
pemberdayaan.

Gambar 9 Skema analisis stakeholder
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Berbagai penelitian yang menggunakan analisis stakeholder dapat disajikan 
berikut ini. Jennings (2003) menggunakan analisis stakeholder dan pemetaan 
sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir di Australia. Penelitian Jennings 
difokuskan pada kon�ik yang cenderung meningkat di antara stakeholder 
menggunakan framework dan kontibusi analisis stakeholder dan pemetaan 
sosial untuk mengelola dan mereduksi kon�ik. Analisis stakeholder dan 
pemetaan sosial adalah alat partisipatif yang digunakan sebagai dokumen dan 
umpan balik nilai, interest, sikap, dan aspirasi stakeholder. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa analisis stakeholder memberikan dasar bagi resolusi dan 
pencegahan kon�ik.

Renard et al. (2001) melakukan penelitian dalam pengelolaan sumber daya 
alam di Caribia untuk pengembangan dan penguatan pendekatan partisipatif 
dalam pengelolaan sumber daya alam. Studi kasus dilakukan di enam wilayah 
dengan tipe sumber daya yang berbeda, yakni hutan pegunungan (Blue and 
John Crow Mountain National Park), perikanan (Gulf of Paria), pesisir 
(Folkstone Park and Marine Reserve dan Negril), air terjun (El Limon), 
serta laut (Soufriere). Renard menyimpulkan bahwa pendekatan stakeholder 
merupakan bagian penting dari proses partisipasi. Agar memenuhi prinsip-
prinsip partisipasi, inisiasi perencanaan dan pengelolaan membutuhkan 
metode yang jangkauannya lebih luas, tidak cukup hanya dengan identi�kasi 
dan analisis stakeholder. 

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif 
lebih menjamin keberhasilan program pembangunan. Analisis stakeholder 
memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pemetaan sosial dan 
resolusi kon�ik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Multi 
kriteria analisis sangat efektif dalam merumuskan kebijakan dan memilih 
alternatif yang terbaik berdasarkan preferensi stakeholder. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa analisis trade-o� dengan pendekatan analisis stakeholder 
dan analisis multikriteria tepat digunakan untuk permasalahan pengelolaan 
sumber daya alam secara luas, termasuk pengelolaan sumber daya wilayah 
pesisir.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan, Renard et al. (2001) 
menggunakan pendekatan stakeholder dalam proses partisipasi dan 
menyarankan bahwa inisiasi perencanaan dan pengelolaan membutuhkan 
metode yang jangkauannya lebih luas, tidak cukup hanya dengan identi�kasi 
dan analisis stakeholder. Hal ini telah dilakukan oleh Brown et al. (2001b) 
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pada Bucco Reef Marine Park (BRMP) di Tobago dan memperlihatkan bahwa 
proses perencanaan partisipatif dengan pendekatan multikriteria sangat efektif 
dan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan. Namun demikian, kasus 
BRMP lebih spesi�k pada kawasan taman nasional yang secara formal telah 
dikelola oleh pemerintah, sehingga memudahkan implementasi kegiatan. 





5.1 Pendekatan Kuantitatif
Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, 
yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.  Secara sederhana, 
pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu 
masalah. Sementara pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada 
penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. 
Metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat 
tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif 
lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal 
(Eriyatno 2007). 

Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang 
dalam riset ilmu sosial, termasuk riset kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada 
umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan 
kualitatif. Hal tersebut disebabkan pendekatan kuantitatif lebih terukur 
dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat 
mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat 
membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan 
berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait 
dengan objek penelitian. Analisis kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis 
atau dalam menjawab hal-hal yang bersifat spesi�k. Sebaliknya, pendekatan 
kualitatif cenderung subjektif di mana pandangan peneliti biasanya menjadi 
bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam 
situasi di mana tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu 
penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif di mana sudah diketahui 
yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan, pada 
pendekatan kualitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas pada saat penelitian 
dilakukan.

5METODE KUANTITATIF
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Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari 
pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data 
biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu 
(purposive). Sebagai contoh, penelitian kualitatif mengenai dampak lingkungan 
akibat kegiatan pertambangan, analisis kualitatif tidak terlalu memberikan 
perhatian pada keseluruhan daerah (populasi) yang terkena dampak kegiatan 
pertambangan, tetapi pada daerah dengan dampak paling signi�kan, baik 
pada lingkungan maupun masyarakat. 

Menurut Eriyatno, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk 
mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan 
metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi 
dari suatu perihal (Eriyatno 2007). Langkah-langkah dalam pengambilan 
keputusan dengan pendekatan kuantitatif dapat disajikan sebagai 
berikut.

1.	 Mende�nisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan 
kesenjangan (gap) antara harapan dan kenyataan. Pada dasarnya, semua 
langkah pengambilan keputusan dilakukan untuk menghilangkan atau 
mengurangi perbedaan yang ada antara yang diharapkan dan yang 
terjadi.

2.	 Mengembangkan model. Model adalah representasi dari sebuah situasi 
nyata. Model dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti model 
�sik, logika, atau matematika. Dalam langkah pengembangan model, 
dikenal istilah variabel yang nilai-nilainya akan memengaruhi keputusan 
yang akan diambil. Dalam kasus nyata, variabel-variabel ini sebagian 
dapat dikendalikan dan sebagian yang lain tidak. 

3.	 Mengumpulkan data. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin 
analisis kuantitatif yang dilakukan menghasilkan keluaran seperti yang 
diinginkan. Sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-
laporan, hasil wawancara, pengukuran langsung di lapangan, dan hasil 
sampling.

4.	 Membuat solusi. Solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif 
dilakukan dengan memanipulasi model dan dengan masukan data 
yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Banyak metode yang bisa 
dilakukan dalam membuat solusi, seperti memecahkan persamaan (model 
matematika) yang sudah dikembangkan sebelumnya, menggunakan 
pendekatan trial and error dengan data masukan yang berbeda-beda 
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untuk menghasilkan solusi �terbaik�, atau menggunakan algoritma atau 
langkah-langkah penyelesaian detail khusus yang telah dikembangkan. 
Apa pun metode yang digunakan, solusi yang dihasilkan haruslah praktis 
(practical) dan dapat diterapkan (implementable). Solusi �terbaik� yang 
dihasilkan harus tidak rumit dan dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah yang ada.

5.	 Menguji solusi. Untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan 
merupakan yang terbaik, maka pengujian harus dilakukan, baik pada 
model ataupun pada data masukan. Pengujian ini dilakukan untuk 
melihat akurasi (accuracy) serta kelengkapan model dan data yang 
digunakan. Untuk melihat akurasi dan kelengkapan data, data yang 
diperoleh dari berbagai sumber dapat dimasukkan ke dalam model 
dan hasilnya dibandingkan. Model dan data yang akurat dan lengkap 
seharusnya menjamin konsistensi hasil. Pengujian ini penting dilakukan 
sebelum analisis hasil dilakukan.

6.	 Menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-
langkah yang harus dilakukan jika sebuah keputusan telah dipilih. 
Selanjutnya, implikasi langkah-langkah yang dilalukan juga harus 
dianalisis. Dalam langkah ini, analisis sensitivitas (sensitivity analysis) 
menjadi sangat penting. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah-
ubah nilai-nilai masukan model dan melihat perbedaan apa yang terjadi 
pada hasil. Dengan demikian, analisis sensitivitas akan membantu untuk 
lebih memahami masalah yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan 
jawaban atas masalah tersebut.

7.	 Mengimplementasikan hasil. Langkah implementasi ini dilakukan 
dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses yang terdapat 
dalam perusahaan. Tidak kalah penting, dalam langkah ini adalah 
memonitor hasil dari penerapan solusi. Namun, perlu disadari bahwa 
implementasi hasil analisis (solusi) bukanlah tanpa hambatan. Salah satu 
hambatan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana meyakinkan pihak 
manajemen bahwa solusi yang ditawarkan merupakan yang terbaik dan 
akan memecahkan masalah yang ada. Dalam kasus ini, analisis sensitivitas 
atas model yang dihasilkan sekali lagi dapat digunakan untuk menjual 
solusi yang dihasilkan kepada pihak manajemen. 
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Tabel 7 Perbedaan riset kualitatif dengan kuantitatif

Riset Kualitatif Riset Kuantitatif
Mengungkap makna ketika peneliti 
menyatu dengan data 

Menguji hipotesis yang mengawali 
proses penelitian 

Konsep berupa tema, gambaran, dan 
taksonomi (klasi�kasi/ kategorisasi) 

Konsep berupa variabel-variabel yang 
unik 

Instrumen dikembangkan secara ad hoc, 
spesi�k pada setting dan peneliti 

Instrumen dikembangkan secara  
sistematis dan terstandar sebelum 
pengumpulan data 

Data dalam bentuk kata-kata atau 
kesan yang bersumber dari dokumen, 
observasi, dan transkrip 

Data dalam bentuk angka dari 
pengukuran dengan presisi tinggi 

Teori dapat bersifat kausal atau 
nonkausal dan induktif 

Teori pada umumnya bersifat kausal 
dan deduktif 

Prosedur riset sangat khas dan replikasi 
sangat jarang dilakukan 

Prosedur riset terstandar dan replikasi 
perlu dilakukan 

Analisis dilakukan untuk mengekstraksi 
tema dari temuan-temuan riset 

Analisis menggunakan statistik, tabel, 
atau diagram dan dikaitkan dengan 
hipotesis 

5.2 Analisis Prospektif
Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis 
beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan, berdasarkan situasi saat 
ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini 
tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. La prospective berasal dari 
bahasa Perancis yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 
a preactive and proactive approach atau bila diterjemahkan dalam satu kata 
yang sepadan adalah foresight karena kata proactivity jarang digunakan (Godet 
1999). Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi �tinjauan ke 
masa depan�. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evolusi 
jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Analisis 
prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan pendekatan sistem atau 
pendekatan holistis.



5METODE KUANTITATIF

78

Tujuan analisis prospektif adalah (1) untuk mende�nisikan tujuan 
pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari; (2) untuk 
menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi 
berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan 
untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap 
keputusan; dan (3) untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, 
tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna 
untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan (Treyer 2003). 
Analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis 
dan melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. 

Analisis prospektif memberikan informasi mengenai faktor kunci yang 
berperan dalam sistem berdasarkan kebutuhan stakeholders yang terlibat 
dalam sistem. Penentuan faktor kunci dan tujuan strategis tersebut penting 
dan sepenuhnya merupakan pendapat dari pihak yang berkompeten sebagai 
stakeholders. Pendapat tersebut diperoleh melalui bantuan kuesioner dengan 
wawancara (indepth interview) di wilayah studi (Trayer 2000).

Bourgeois (2004) menjelaskan tahapan analisis prospektif yaitu (1) 
menentukan faktor kunci penentu untuk masa depan dari sistem yang di 
kaji, (2) menentukan tujuan dan kepentingan pelaku utama, (3) menentukan 
pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem, (4) mende�nisikan dan 
mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan, (5) menentukan keadaan 
(state) suatu faktor, (6) membangun skenario yang mungkin terjadi, dan (7) 
merumuskan implikasi skenario. Secara rinci, tahapan dalam melakukan 
analisis prospektif yaitu:

1.	 Menentukan faktor kunci untuk masa depan dari sistem yang dikaji. 
Pada tahap ini dilakukan identi�kasi seluruh faktor penting, menganalisis 
pengaruh dan ketergantungan seluruh faktor dengan melihat pengaruh 
timbal balik menggunakan matriks, serta menggambarkan pengaruh dan 
ketergantungan dari masing-masing faktor ke dalam 4 kuadran utama 
(Gambar 10). 
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	 Mengisi matriks tersebut dilakukan bersama dengan stakeholder secara 
partisipatif. Skor pengisian antara 0 (tidak ada pengaruh) dan 3 
(pengaruh kuat). Skor isian untuk seluruh responden dapat menggunakan 
kesepakatan. Jika tidak dapat titik temu, maka dapat menggunakan rata-
rata, median, atau modus. Pedoman pengisian matriks analisis pengaruh 
disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11 Pedoman pengisian matriks 

4.	 Mende�nisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. 
Pada tahap ini dilakukan identi�kasi bagaimana elemen kunci dapat 
berubah dengan menentukan keadaan (state) pada setiap faktor, memeriksa 
perubahan mana yang dapat terjadi bersamaan, dan menggambarkan 
skenario dengan memasangkan perubahan yang akan terjadi dengan cara 
mendiskusikan skenario dan implikasinya terhadap sistem. 

5.	 Menentukan keadaan (state) suatu faktor. Ketentuan-ketentuan yang 
harus diikuti pada tahap ini adalah (a) keadaan harus memiliki peluang 
sangat besar untuk terjadi (bukan khayalan) dalam suatu waktu di masa 
datang; (b) keadaan bukan merupakan suatu tingkatan atau ukuran suatu 
faktor, tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari sebuah faktor; (c) 
setiap keadaan harus diidenti�kasikan dengan jelas;  (d) bila keadaan 
dalam suatu faktor lebih dari satu, maka keadaan-keadaan tersebut harus 
dibuat secara kontras; dan e) mengidenti�kasi keadaan yang peluangnya 
sangat kecil untuk terjadi atau berjalan bersamaan (mutual compatible).

6.	 Membangun skenario yang mungkin terjadi. Langkah-langkah dalam 
membangun skenario terhadap tahapan faktor-faktor yang mungkin 
terjadi adalah (a) skenario yang memiliki peluang besar untuk terjadi di 
masa datang disusun terlebih dahulu. (b) Skenario merupakan kombinasi 
dari faktor-faktor. Oleh sebab itu, sebuah skenario harus memuat 
seluruh faktor, tetapi untuk setiap faktor hanya memuat satu tahapan 
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dan tidak memasukkan pasangan keadaan yang mutual incompatible. (c) 
Setiap skenario (mulai dari alternatif paling optimis sampai alternatif 
paling pesimis) diberi nama. (d) Memilih skenario yang paling mungkin 
terjadi.

7.	 Merumuskan implikasi skenario. Kegiatan terakhir dalam analisis 
prospektif meliputi (a) skenario yang terpilih pada tahap sebelumnya 
dibahas kontribusinya terhadap tujuan studi, (b) skenario tersebut 
didiskusikan implikasinya, dan (c) menyusun rekomendasi kebijakan 
dari implikasi yang sudah disusun (Hartrisari 2004).

5.3 Analisis SWOT dan AHP
Problem sistem tidak semuanya dapat dipecahkan hanya melalui komponen-
komponen yang terukur. Komponen yang tidak terukur sering mempunyai 
peranan yang cukup besar. Untuk mengevaluasi nilai-nilai sosial dalam 
masyarakat yang kompleks diperlukan suatu metode yang cocok, yaitu suatu 
pendekatan yang memungkinkan adanya interaksi antara judgment dengan 
fenomena sosial itu. Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk 
memecahkan problema-problema yang terukur maupun yang memerlukan 
suatu judgement (Saaty 1993). Prinsip kerja AHP adalah membuat bagian-
bagian yang sederhana delam suatu hierarki persoalan yang tidak terstruktur, 
strategis, dan dinamis (Marimin 2004).

AHP adalah salah satu analisis dalam pengambilan keputusan untuk 
menentukan kebijakan yang diambil dengan menetapkan prioritas dan 
membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif 
dibutuhkan untuk dipertimbangkan. AHP merupakan sebuah pendekatan 
pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan dengan kriteria sangat kompleks yang diprioritaskan pada 
kriteria paling dominan. AHP juga banyak digunakan pada pengambilan 
keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan 
penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi 
kon�ik (Saaty 1993).

AHP merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan yang dapat 
digunakan dalam penentuan atau perencanaan suatu strategi. Alat ini 
memasukkan pertimbangan-pertimbangan logis dari faktor-faktor yang 
berpengaruh, berikut aktor dan tujuan masing-masing dari suatu permasalahan 
kompleks yang dipetakan secara sederhana menjadi suatu hierarki. Tingkat 
konsistensi adalah salah satu penentu utama yang merupakan pertimbangan 
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pokok keputusan strategis yang diambil. AHP merupakan model luwes yang 
memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun 
gagasan dan mende�nisikan persoalan dengan cara membuat asumsi masing-
masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan (Saaty 1993). 

AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Proses ini 
bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun 
hierarki suatu masalah serta pada logika, intuisi, dan pengalaman untuk 
memberikan pertimbangan. PHA menunjukkan bagaimana menghubungkan 
elemen-elemen dari bagian lain untuk memperoleh hasil gabungan. Prosesnya 
adalah mengidenti�kasi, memahami, dan menilai interaksi suatu sistem 
sebagai satu kesatuan. Tahapan terpenting dalam analisis pendapat adalah 
penilaian dengan teknik komparasi berpasangan terhadap elemen-elemen 
keputusan pada suatu tingkat hierarki keputusan (Saaty 1993). 

Menurut Saaty (1993), penyelesaian persoalan menggunakan AHP dilakukan 
dengan beberapa prinsip dasar, yaitu dekomposisi, menentukan prioritas, dan 
konsistensi logis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. 	 Dekomposisi adalah pemecahan persoalan yang menjadi unsur-unsurnya 
setelah persoalan tersebut dirumuskan secara baik. Unsur-unsur persoalan 
yang telah terpecahkan dapat dipecah lagi menjadi unsur yang lebih kecil, 
sehingga diperoleh beberapa tingkatan persoalan yang akan ditelaah.

2. 	 Penilaian perbandingan adalah kepentingan relatif dua elemen pada suatu 
tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini 
merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap penentuan 
prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan 
dalam bentuk matriks pairwise comparison.

3. 	 Menentukan prioritas adalah penentuan eigen vektor dari matriks 
untuk menentukan prioritas lokal dari setiap pairwise comparison. Oleh 
karena pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 
mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesis di antara prioritas 
lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. 
Pengaturan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur 
sintesis disebut sebagai priority setting.

4. 	 Konsistensi logis adalah tindakan: a) mengelompokkan objek-objek 
serupa sesuai dengan keseragaman dan relevansinya dan b) evaluasi 
intensitas relasi antargagasan atau antar-objek yang didasarkan pada 
suatu kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis.
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Prinsip dasar AHP ke dalam langkah penyusunan matriks pendapat meliputi 
analisis persoalan, penyusunan hierarki, komparasi berpasangan, sintesis 
prioritas, dan pemeriksaan konsistensi (Saaty 1993).
1.	 Komparasi berpasangan dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 

responden. Jika responden bukan seorang ahli, harus dipilih orang yang 
mengenal dengan baik permasalahan. Kuanti�kasi data yang bersifat 
kualitatif menggunakan nilai skala komparasi 1 sampai 9.

2.	 Matriks pendapat individu dengan simbol aij merupakan pendapat dari 
hasil komparasi berpasangan ke dalam formulasi pendapat individu 
membentuk matriks n x n. 

3.	 Matriks gabungan dengan simbol Gij merupakan matriks pendapat 
gabungan dan merupakan matriks baru yang elemen-elemen matriksnya 
berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu dengan 
rasio inkonsistensi memenuhi syarat, yaitu lebih kecil atau sama dengan 
10%. 

4.	 Menyintesis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor-vektor 
prioritas. Hal tersebut dilakukan menggunakan komposisi secara hierarki 
untuk membobotkan vektor-vektor prioritas dengan bobot-bobot kriteria 
dan menjumlahkan semua nilai prioritas terbobot yang bersangkutan 
dengan nilai prioritas dari tingkat bawah berikutnya dan seterusnya.

5.	 Mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki. Langkah ini dilakukan 
dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria 
yang bersangkutan dan menjumlahkan hasilnya. Hasil ini dibagi dengan 
pernyataan sejenis yang menggunakan indeks inkonsistensi acak sesuai 
dengan dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama, setiap 
indeks inkonsistensi acak juga dibobot berdasarkan prioritas kriteria yang 
bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Rasio inkonsistensi ini harus 
bernilai 10% atau kurang. 

Tahap terpenting dari AHP adalah penilaian perbandingan berpasangan yang 
pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antarkomponen 
dalam suatu tingkat hierarki (Saaty 1993).  Penilaian dilakukan dengan cara 
membandingkan sejumlah kombinasi elemen yang ada pada setiap hierarki, 
sehingga dapat dilakukan penilaian kuantitatif untuk mengetahui besarnya 
setiap elemen. Langkah-langkah dalam analisis data dengan AHP adalah:
1.	 Mende�nisikan masalah dan menentukan solusi masalah.
2.	 Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, 

dilanjutkan dengan sub-subtujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif-
alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 
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Gambar 12 Hierarki penentuan strategi

3.	 Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 
pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing 
tujuan yang setingkat di atasnya, perbandingan berdasarkan judgment 
dari para pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu 
elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk menguali�kasikan 
data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 
1�9. Penyusunan skala kepentingan ini berdasarkan Saaty (1991) seperti 
pada Tabel 9.

Tabel 9 Skala banding secara berpasangan
Intensitas 

Kepentingan
De�nisi Penjelasan

1 Kedua elemen sama 
pentingnya (equal)

Dua mempunyai pengaruh yang sama 
besar terhadap tujuan

3 Elemen yang satu sedikit 
lebih penting daripada 
elemen lainnya 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
menyokong satu elemen dibandingkan 
dengan elemen lainnya

5 Elemen satu lebih penting 
daripada elemen lainnya 
(strong)

Pengalaman dan penilaian sangat kuat 
menyokong satu elemen dibandingkan 
dengan elemen lainnya

7 Satu elemen jelas lebih 
mutlak penting daripada 
elemen lainnya (very strong)

Satu elemen yang kuat disokong dan 
dominant terlihat dalam praktik
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Intensitas 
Kepentingan

De�nisi Penjelasan

9 Satu elemen mutlak 
penting daripada elemen 
lainnya (extreme)

Bukti yang mendukung elemen yang 
satu terhadap elemen lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan

2, 4, 6, 8 Nilai tengah di antara dua 
penilaian

Diperlukan kesepakatan (kompromi)

Resiprokal Jika aktivitas i, 
dibandingkan dengan j, 
mendapat nilai bukan nol, 
maka j jika dibandingkan 
dengan I mempunyai nilai 
kebalikannya

Asumsi yang masuk akal

Rasional Rasio yang timbul dari 
skala

Jika konsistensi perlu dipaksakan 
dengan mendapatkan sebanyak n nilai 
angka untuk melengkapi matriks

4.	 Melakukan perbandingan berpasangan. Bila vektor pembobotan elemen-
elemen operasi A1, A2, A3 dinyatakan sebagai vektor W, dengan W 
= (w1, w2, w3), maka nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1 
dibandingkan dengan A2 dapat dinyatakan sebagai perbandingan bobot 
elemen A1 terhadap A2, yakni w1/w2 = a12.

	 Nilai wi/wj dengan i,j = 1,2,3 � n didapat dari partisipan, yaitu para 
stakeholders yang berkompeten dalam permasalahan perikanan. Bila 
matriks ini dikalikan dengan vektor kolom W (w1,w2,w3 .. wn), maka 
diperoleh hubungan:

AW   =   nW    

	 Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat 
diselesaikan melalui persamaan berikut:

[ A � n I ] W  =  0  

	 Keterangan: I = matriks identitas

5.	 Menghitung akar ciri, vektor ciri, dan menguji konsistensinya. Jika tidak 
konsisten, maka pengambilan data diulangi atau dikoreksi.

6.	 Menghitung akar ciri. Untuk mendapatkan akar ciri (n), maka harus ada 
kondisi:

[ A � n I ] = 0

Tabel 9 Skala banding secara berpasangan (lanjutan)
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peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, dapat disesuaikan dengan 
kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 
empat set kemungkinan alternatif strategis.

Hasil analisis SWOT dilanjutkan dengan AHP. AHP akan membantu 
meningkatkan analisis SWOT dalam mengelaborasikan hasil keputusan 
situasional, sehingga keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan. Tahap 
terpenting dari AHP adalah penilaian perbandingan berpasangan yang pada 
dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antarkomponen 
dalam suatu tingkat hierarki (Saaty 1993). 

Tahapan yang dilakukan dalam analisis AWOT adalah:

1.	 identi�kasi faktor-faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan 
dan kelemahan; serta

2.	 identi�kasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang terdiri atas peluang 
dan ancaman.

Tabel 11 Contoh faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman 

Faktor Internal
Kekuatan (S) Kelemahan (W)

Komitmen pemerintah daerah1.	
Ketersediaan dana DAK DR2.	
Luas lahan yang tersedia3.	
Tersedia prasarana pendukung4.	

Kapasitas SDM dinas rendah5.	
Lokasi lahan bermasalah6.	
Tidak ada peraturan daerah 7.	
pendukung DAK DR
Mekanisme pengelolaan DAK DR 8.	
rumit

Faktor Eksternal

Peluang (O) Ancaman (T)
Permintaan hasil hutan yang 9.	
tinggi
Ketersediaan teknologi 10.	
Dukungan pemerintah pusat11.	
Menjadi perhatian dunia 12.	
internasional

Budaya dan etika masyarakat13.	
Konversi lahan hutan14.	
Musim yang tidak sesuai dengan 15.	
periode anggaran
Perubahan harga dan biaya yang 16.	
berbeda di setiap daerah

3.	 Membuat matriks SWOT. Hasil identi�kasi faktor lingkungan internal 
dan faktor lingkungan eksternal dapat disusun beberapa alternatif sebagai 
strategi: strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT.
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4.	 Membuat strategi pemanfaatan ruang secara optimal, dengan cara 
memilih/menentukan prioritas kegiatan.

Gambar 13 Contoh hasil AHP dengan Expert Choice 2000

Keungulan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah:

1.	 Memberikan satu model yang mudah dimengerti, luwes untuk macam-
macam persoalan yang tidak terstruktur. 

2.	 Mencerminkan cara berpikir alami untuk memilah-milah elemen-elemen 
dari satu sistem ke dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan 
unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

3.	 Memberikan suatu skala pengukuran dan memberikan metode untuk 
menetapkan prioritas. 

4.	 Memberikan penilaian terhadap konsistensi logis dari pertimbangan-
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas. 

5.	 Menuntun ke suatu pandangan menyeluruh terhadap alternatif-alternatif 
yang muncul untuk persoalan yang dihadapi.

6.	 Memberikan satu sarana untuk penilaian yang tidak dipaksakan, tetapi 
merupakan penilaian yang sesuai pandangannya masing-masing. 

7.	 Memungkinkan setiap orang atau kelompok untuk mempertajam 
kemampuan logika dan intuisinya terhadap persoalan yang dipetakan.

8.	 Membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu 
model yang �eksibel dan mudah dipahami.

9.	 Memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem 
dan pengintegrasian secara deduktif. 

10.	 Dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak 
memerlukan hubungan linier.

11.	 Mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen 
sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen 
yang serupa.
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12.	 Menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan 
prioritas.

13.	 Mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang  digunakan 
untuk menentukan prioritas.

14.	 Mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya 
masing-masing alternatif.

15.	 Mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem, sehingga 
orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

16.	 Tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tetapi menggabungkan 
hasil penilaian yang berbeda.

17.	 Mampu membuat orang menyaring de�nisi dari suatu permasalahan 
dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses 
pengulangan.

Kelemahan Metode AHP adalah:

1.	 AHP sebagai prosedur untuk menilai alternatif cenderung bersifat 
arbitrary atau subjektif pada ranking alternatif yang dihasilkan.

2.	 Bukti empiris sebanyak apa pun tidak bias benar-benar mendukung 
sebuah teori dengan kontradiksi internal seperti pada AHP. Namun, 
teori tersebut adalah dasar yang baik untuk dikembangkan.

3.	 Pertanyaan-pertanyaan mengenai kevalidan dari AHP sampai saat ini 
masih belum dapat diselesaikan, jadi kebenaran dari metode AHP belum 
terbukti 100% tepat.

4.	 Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa 
persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas 
sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut 
memberikan penilaian yang keliru. 

5.	 Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara 
statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model 
yang terbentuk. 

3.4 Analisis Trade-O�
Salah satu metodologi analisis kebijakan adalah multicriteria decision making 
(MCDM) yang populer digunakan, terutama untuk kajian kebijakan yang 
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu 
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metodologi MCDM adalah analisis trade-o�. Trade-o� mengandung makna 
preferensi dan pilihan. Trade-o� dapat pula diartikan sebagai kesepakatan 
atau kompromi. Melakukan trade-o� diartikan sebagai suatu keinginan untuk 
membuat suatu pertukaran keuntungan yang bernilai lebih dengan beberapa 
tingkat kerugian yang dapat diterima (Edmunds dan Letey 1973). 

Analisis trade-o� (trade-o� analysis, TOA) merupakan sebuah proses di mana 
stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan 
yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan (Brown et al. 
2001). Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan 
stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap 
sumber daya yang dipermasalahkan. Mengorganisir informasi sedemikian 
rupa, sehingga mudah dipahami dan digunakan merupakan sifat utama dari 
analisis trade-o�. Dengan kata lain, analisis trade-o� merupakan alat yang 
dapat membantu pengambil kebijakan memahami kon�ik penggunaan 
sumber daya dan preferensi stakeholder dalam upaya pengelolaan.

Terdapat dua langkah penting dalam analisis trade-o� yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Ilustrasi 
analisis trade-o� disajikan pada Gambar 14.

Gambar 14 Langkah-langkah dalam analisis trade-o� 

Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan (decision support 
system) untuk mengkuanti�kasi trade-o� di antara indikator kunci keberlanjutan 
di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada 
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kurva trade-o� yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. 
Kurva trade-o� ini memenuhi kuanti�kasi aktual dari konsep pembangunan 
berkelanjutan. Hasil analisis trade-o� memiliki kekuatan prediktif yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif. 
Aplikasinya dapat menjadi analisis subsekuen, di mana perubahan kebijakan 
akibat perubahan teknologi akan memengaruhi penggunan lahan dan 
dampaknya terhadap lingkungan (Stoorvogel et al. 2001).

Analisis trade-o� menyediakan suatu prinsip-prinsip pengaturan dan model 
konseptual berupa desain dan organisasi penelitian multidisiplin untuk 
mengkuanti�kasi dan menilai tujuan yang kompetitif dalam pengelolaan 
sumber daya alam. Input dari stakeholder digunakan untuk mengidenti�kasi 
dimensi kritis dari masalah ekonomi, ekologi, dan sosial, berupa kriteria-
kriteria berkelanjutan dari sistem pengelolaan sumber daya. Berdasarkan 
kriteria ini, dirumuskan hipotesis yang merupakan trade-o� di antara tujuan 
yang kompetitif. Apabila tidak ditemukan trade-o�, maka win-win solusi 
dapat pula diakomodasi.

Identi�kasi stakeholder sangat rumit dengan melihat kenyataan bahwa para 
stakeholder cenderung berada pada lebih dari satu kategori. Menemukan posisi 
yang tepat bagi stakeholder dan interesnya merupakan hal yang penting untuk 
proses analisis trade-o�. Dengan demikian digunakan pendekatan partisipatif 
dalam menentukan stakeholder yang disebut sebagai analisis stakeholder.

Konsepsi peran serta dalam pengambilan keputusan telah banyak dilakukan 
dalam penentuan kebijakan secara partisipatif. Peran serta menunjukkan 
suatu proses antara dua atau lebih pihak yang memengaruhi satu terhadap 
yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan 
dalam hal ini merupakan sesuatu yang akan berpengaruh di kemudian hari 
bagi pihak pembuat keputusan, bagi pihak-pihak lain yang diwakili maupun 
bagi lingkungannya. Tuntutan berperan serta tidak hanya timbul dari 
perorangan, tetapi organisasi pun mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan 
itu harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang-orang 
yang mengambil bagian di dalamnya.

Peran serta menurut Salusu (2002) adalah suatu aktivitas, proses, atau sistem 
pengambilan keputusan. Dengan demikian, maksud peran serta adalah 
mempertemukan kepentingan yang berbeda dalam suatu proses pengambilan 
keputusan tanpa mempertahankan sifat dan pentingnya keputusan itu. 
Pengertian peran serta bagi setiap organisasi tidak selalu sama. Peran serta 
tidak dapat dianggap sebagai gejala on-o� (ada-tidak), tetapi harus dipahami 
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dalam arti keberadaan pada skala antara peran serta penuh (participation) dan 
tidak berperan serta (no-participation). Pentingnya peran serta dalam proses 
pengambilan keputusan juga diakui oleh Alutto dan Belasco dalam Petrus 
(2001). Dengan demikian ada jaminan bahwa pemeran tetap mempunyai 
kontrol atas keputusan-keputusan yang diambil.

Suatu kebijakan merupakan hasil kesepakatan dari berbagai kepentingan. 
Untuk mencapai kesepakatan tersebut diperlukan alat analisis yang tepat 
dalam pengambilan keputusan. Analisis multikriteria (multicriteria analysis, 
MCA juga dikenal sebagai multi-attribute analysis, multigoal analysis, dan 
multicriteria decision making) merupakan salah satu kerangka analisis yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan kompleks. MCA mengasumsikan 
bahwa dimungkinkan untuk mengidenti�kasi tingkat pencapaian suatu 
kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk tujuan yang terukur. Jika tidak 
memungkinkan adanya ukuran langsung, diperlukan beberapa skala pendapat 
bagi pencapaian tujuan.

MCA merupakan prosedur keputusan dengan dua tahap. Tahap pertama 
adalah identi�kasi tujuan atau sasaran. Kemudian mencari trade-o� di antara 
sasaran-sasaran untuk kebijakan-kebijakan yang berbeda atau cara-cara untuk 
mencapai tujuan tertentu yang berbeda. Tahap kedua adalah mengidenti�kasi 
kebijakan �terbaik� melalui pemberian bobot (skor) terhadap berbagai tujuan 
tersebut (Powell 1996; Chung dan Poon 1996).

Simon dalam Young (1989) mendeskripsikan bahwa proses pengambilan 
keputusan meliputi tahap-tahap: (1) kegiatan inteligensi, yang mencakup 
pengenalan masalah dan mencari sebab-sebab masalah serta kemungkinan 
pemecahannya; (2) kegiatan merancang, merumuskan, dan menilai berbagai 
alternatif cara bertindak dari sudut positif atau negatif hasilnya; dan (3) 
kegiatan pilihan atau keputusan. 

Analisis trade-o� merupakan konsep yang relatif baru sebagai metode 
pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Metodologi 
analisis trade-o� telah diseminarkan pada berbagai konferensi internasional, 
khususnya untuk pengelolaan sumber daya dan secara langsung diterapkan 
pada pengelolaan taman nasional laut di beberapa negara. Pendekatan analisis 
trade-o� saat ini digunakan untuk pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di 
Kanada (NRSP 2004). 

Newman (2001) menggunakan analisis trade-o� (disebut juga sebagai conjoint 
analysis atau stated chioce analysis) dalam pengambilan keputusan pengelolaan 
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kunci melalui prosedur pembobotan, di mana stakeholder dapat menyatakan 
kepentingan relatif dalam hubungannya dengan viabilitas, efektivitas, 
dan akseptabilitas teknologi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa �eksibilitas 
metodologi MCDA dapat diaplikasikan pada berbagai kasus yang berbeda 
untuk merumuskan berbagai skenario atau pilihan-pilihan teknologi, mulai 
dari usulan-usulan pengembangan energi yang detail sampai pada deskripsi 
macro-level jalur pemanfaatan energi jangka panjang.

Brown (2001b) menggunakan analisis trade-o� untuk kasus Bucco Reef 
Marine Park (BRMP) di Tobago. Analisis stakeholder digunakan untuk 
mengidenti�kasi krtieria ekonomi, ekologi, dan sosial serta mengembangkan 
skenario pembangunan BRMP. Hasil penelitian Brown menyatakan bahwa 
analisis trade-o� dapat digunakan untuk memanfaatkan data kuantitatif dan 
kualitatif secara bersamaan dalam pengambilan keputusan guna meranking 
skenario pembangunan berdasarkan penilaian stakeholder. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa analisis stakeholder merupakan representasi dari pendekatan 
konstruktivis sosial untuk pengambilan keputusan, yang dapat diaplikasikan 
pada MPA-MPA, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya 
alam secara luas.

Analisis multikriteria (multi criteria analysis, MCA) digunakan untuk 
mengidenti�kasi ranking dari alternatif skenario masa depan yang diinginkan. 
Untuk tujuan trade-o� analysis, MCA merupakan salah satu tahap dari 
proses menuju pengambilan keputusan partisipatif. MCA digunakan dalam 
membangun kerangka kerja untuk menampilkan skenario dan dampaknya, 
meranking skenario dari yang lebih diinginkan hingga yang kurang diinginkan, 
dan memperlihatkan pengaruh preferensi para stakeholder (dalam bentuk 
bobot).

Brown (2001) menjelaskan tahapan MCA, yakni (1) mendesain alternatif 
skenario pembangunan; (2) mengklari�kasi alternatif skenario pembangunan; 
(3) menentukan kriteria pembangunan; dan (4) mengumpulkan data untuk 
analisis multikriteria. Skenario alternatif dijelaskan dalam bentuk kualititatif 
maupun kuantitatif, bergantung pada tipe dan banyaknya data yang tersedia. 

Penentuan kriteria pembangunan didasarkan pada tiga pilar pembangunan 
berkelanjutan, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut 
dirinci berdasarkan kondisi wilayah yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap pembangunan. Kriteria pembangunan digambarkan pada diagram 
pohon (Gambar 14).
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Gambar 14 Kriteria penentuan kebijakan pembangunan 

Selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap ketiga kriteria ekonomi 
berdasarkan judgement stakeholder. Analisis yang digunakan untuk penentuan 
bobot kriteria adalah metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 
dengan pendekatan analytical hierarchy process (AHP) secara partisipatif. 
AHP merupakan salah satu analisis dalam pengambilan keputusan untuk 
menentukan kebijakan yang diambil dengan menetapkan prioritas dan 
membuat keputusan paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif 
dibutuhkan untuk dipertimbangkan. AHP membantu menyelesaikan 
permasalahan dengan kriteria yang sangat kompleks yang diprioritaskan pada 
kriteria paling dominan (Saaty 1993).

Dalam proses partisipasi stakeholder, dilakukan beberapa tahap pertemuan 
guna membangun konsensus bersama. Langkah dalam membangun konsensus 
adalah menganalisis isu yang merupakan sumber permasalahan, masyarakat 
yang terkait dengan permasalahan, kelompok pemerhati, serta institusi yang 
terkait dengan permasalahan. Dari semua kriteria rinci yang telah diidenti�kasi, 
didiskusikan dengan stakeholder dan pakar, terutama berkaitan dengan teknik 
pengukuran dan dampaknya dalam pembangunan. 

Penentuan skor dari setiap kriteria dan subkriteria dalam penentuan kebijakan 
pembangunan digunakan metode kuanti�kasi untuk setiap jenis data yang 
diperoleh dari masing-masing kriteria. Penentuan skor untuk setiap kriteria 
dilakukan dengan mengonversi nilai-nilai yang diperoleh dengan rumus 
berikut. 

1)	 Untuk kategori skor semakin besar semakin baik

Skor =
x - xmin

xmax - xmin

X 100
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yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang 
bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang  �buruk� di satu ujung dan 
nilai �baik� di ujung yang lain (Alder et al. 2000). Nilai �buruk� mencerminkan 
kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan kawasan 
berkelanjutan. Sebaliknya, nilai �baik� mencerminkan kondisi yang paling 
menguntungkan. Di antara dua ekstrem nilai ini, terdapat satu atau lebih 
nilai antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Jumlah 
peringkat pada setiap atribut ditentukan oleh tersedia tidaknya literatur yang 
dapat digunakan untuk menentukan jumlah peringkat (Susilo 2003). 

Pembuatan peringkat disusun berdasarkan urutan nilai terkecil ke nilai 
terbesar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan bukan berdasarkan 
urutan nilai dari yang terburuk ke nilai yang terbaik. Sebagai contoh pada 
atribut sosialisasi pekerjaan, skor disusun dari yang terkecil, yaitu dilakukan 
secara individu (0) hingga yang dilakukan secara kelompok (2). Pada susunan 
yang demikian, yang paling baik bernilai 2 dan yang paling buruk bernilai 
0. Pada atribut yang lain, misalnya frekuensi kon�ik antara masyarakat lokal 
dan masyarakat transmigran, nilai skor disusun secara sama dari nilai yang 
kecil (tidak ada) = 0 ke nilai yang besar (ada banyak) = 2. Namun demikian, 
pada atribut frekuensi kon�ik ini, yang baik bernilai 0  dan yang buruk 
bernilai 2. Dalam penentuan nilai skor baik atau buruk pada metode analisis 
keberlanjutan ini berkaitan dengan persepsi. 

Untuk selanjutnya, nilai skor dari masing-masing atribut dianalisis secara 
multidimensional untuk menentukan satu atau beberapa titik yang 
mencerminkan posisi keberlanjutan pengelolaan kawasan transmigrasi yang 
dikaji relatif terhadap dua titik acuan, yaitu titik �baik� (good) dan titik 
�buruk� (bad). Untuk memudahkan visualisasi posisi ini digunakan  analisis 
ordinasi  (Alder et al. 2000). 

Analisis keberlanjutan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap 
penentuan atribut sistem berkelanjutan yang mencakup beberapa dimensi, 
misalnya dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan; 
tahap penilaian setiap atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria 
keberlanjutan setiap dimensi; tahap analisis ordinasi yang berbasis metode 
�multidimensional scaling� (MDS); dan tahap penyusunan indeks dan status 
keberlanjutan pengelolaan kawasan existing condition yang dikaji, baik secara 
umum maupun pada setiap dimensi (Fauzi dan Anna 2002). Secara lengkap 
tahapan analisis keberlanjutan pengelolaan kawasan disajikan pada Gambar 
15.
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Gambar 15 Tahapan analisis keberlanjutan menggunakan MDS

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah:  

1.	 Studi literatur 

	 Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi yang terkait dengan 
industri setempat, melalui berbagai saluran informasi seperti internet, 
lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah lainnya. 
Data sekunder yang dimaksud digunakan untuk mengisi kolom nilai 
bagi atribut-atribut yang telah dipersiapkan untuk lokasi penelitian.

2.	 Konsultasi ahli

	 Kolom nilai atribut yang tidak dapat diisi oleh informasi sekunder yang 
ada dikonsultasikan ke narasumber yang dianggap memiliki penguasaan 
pengetahuan berkaitan dengan pertanyaan pada kolom atribut. 

3.	 Pengujian (veri�kasi) lapang

	 Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memperkaya 
data sekunder dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Di samping itu, 
dalam kunjungan lapangan ini juga dilakukan wawancara/diskusi kepada 
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